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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September
1087 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi
berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba’ b be
e
) ta’ t te
[
. sa § es (dengan titik di
[
atas)
jim ] je
'l
C_ ha h ha (dengan titik di bawah
. kha kh ka dan ha
C
N dal d de
5 z z zet (dengan titik di atas)
ra r er
J
] zak z zet
J
sin 8 es
e
G syin Y es dan ye
e $ v Es (dengan titik di bawah
B dad d e (dengan Utk di bawah
-
5 ta ! te (dengan titik di
— bawah)
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5 za yA zet (dengan titik di
bawah)
‘ain koma terbalik ke atas
C
. gain g ge
i
U fa f ef
3 qaf q qi
5 kaf k ka
J lam | el
mim m em
(
o nun n en
wawu w we
J )
ha h " ha
-]
. hamzah ' Apostrof
< ya y ye

2, Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah a a
- kasrah i :
A dmmah u u




Contoh: u.-S - kataba L...z.u - yazhabu

J.|3 - fa‘ala J—'u - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
. Fathah dan ya ai adan i
5 _~ Fathah dan an adanu
wawu
Contoh: u.; - kaifa :J)ﬁ — haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
PR fathah dan alif i a dan garis dj
atau ya atas
Bers kasrah dan ya 1 i dan garis di
- atas
, dammah dan 1l u dan garis di
J = wawu atas
Contoh:
JB  -qala J:3 - gita
Py - rami dJ ks ~ yaqiilu

Xi




4. Ta Marbutah

Transliterast untuk ta marbitah ada duva:

1) Ta marbitah hidup
ta marbiitah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tua marbitah mati
Ta marbiitah yang mati atau mendapat arakat sukun, transliterasinya adalah
/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbifah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang !, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan hAa (h)

contoh:
Jub Y iy, Raudah al-Atfal
) }_.“ izl al-Madinah al-Munawwarah
il Talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tanda fasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddabh itu.

(Contoh:
7, - rabbani

J5 —~nazzala
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6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J\, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti

huruf gamariyyah.

D

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti

kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gumariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung atau hubung.

Contoh:

J= It - ar-rajulu

& - al-galamu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, Namun

itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah ity terletak di awal

kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Xiil



Contoh:

Hamzah di awal IS} akala
Hamzah di tengah 54 Jeele ta’khuzina
Hamzah di akhir W al-ma’

[~

. Penulisan Kata

Pada dasamya setiap kata, baik fi'il. isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa
dipisah perkata dan bisa pula dirarigkaikan. Namun penulis memilih penulisan

kata ini dengan perkata.

Contoh:

b I 4h B O

Oy JSI 14,50

: wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

: fa auft al-kaila wa al-mizana
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PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA -

Ahmad Syaehu Umam Muttagin
Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

UUD RI Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini menunjukkan bahwa negara
menjamin pemeliharaan warganya yang fakir miskin dan para anak terlantar agar
memperoleh kehidupan yang layak. Akan tetapi, melihat kondisi perekonomian
masyarakat saat ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial seperti
meningkatmya angka kemiskinan dan keterlantaran anak-anak. Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah negara masih konsisten dengan amanat konstitusi tersebut?

Keberadaan anak-anak terlantar dapat muncul dikarenakan orang tua yang
melalaikan kewajibannya schingga mengakibatkan tidak ada seseorang yang
bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Permasalahan mengenai tanggungjawab
terhadap anak-anak crat kaitannya dengan konsep perwalian. Perwalian salah satunya
adalah mengatur tentang siapa pihak-pihak yang dapat menjadi wali serta lingkup
tanggungjawab dalam perwalian tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perwalian terhadap
anak terlantar, yaitu tentang siapa orang yang berhak terhadap perwalian tersebut,
tyjuan diadakannya perwalian serta akibat hukum yang timbul dalam perwalian
terhadap anak terlantar tersebut. Pembahasan perwalian terhadap anak terlantar ini
ditnjau menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Jenis
penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research).
Sementara itu, teknik anlisis penelitian ini menggunakan teknik contens
analysis/kajian isi, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat
prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Dari
metode tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap perwalian terhadap anak
terlantar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik menurut hukum islam maupun
hukum positif kedudukan anak terlantar (lagif) terhadap orang yang menemukan dan
memeliharanya adalah sebagai anak asuh atau anak angkat. Hak perwalian
terhadapnya dapat ditetapkan kepada orang yang menemukannya. Adapun tujuan
dari perwalian itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan atas pemeliharan (hadanah)
pendidikan, dan nafkah terhadap anak tersebut. Akibat hukum yang tiﬁqﬁul dar;
perwalian terhadap anak terlantar dalam hal pengasuhan wali/orang lain hanya
berperan membantu orang tua anak tersebut, sedangkan dalam pengangkatan anak
maka semua kewajiban orang tua seluruhnya dialihkan kepada orang tua angkat anak
tersebut kecuali terhadap hukum-hukum yang timbul darj hubungan nasab seperti

. . . seperti
waris, wali nikah dan mahram.

Kata kunci: perwalian; anak terlantar ({aqf), hukum [slam. hukum positif
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan salah satu anugerah paling penting bagi kehidupan
rumah tangga suami-isteri, kehadirannya selalu dinanti dan diharapkan pula oleh
anggota keluarga lainnya. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pasangan suami-
isteri untuk dapat memperoleh anak/keturunan dalam keluarganya, mulai dari
menjalani berbagai terapi kesehatan reproduksi sampai dengan teknologi bayi
tabung atau bahkan melakukan adopsi (anak angkat).

Kehadiran anak dalam keluarga secara otomatis melahirkan aturan-aturan
baru menyangkut hak dan kewajiban serta tanggungjawab antara orang tua dan
anak-anaknya. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua
orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal seperti; masalah
ckonomi. pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.'

Menurut KUHPerdata (BW) selama dalam perkawinan ayah dan ibu,
setiap anak sampai dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya,
sejauh mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu (Pasal 299 BW)®. Selain itu

UU No 1 Tahun 1974 juga mengatur hal yang sama.

' Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995). hal. 235
? Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan islam di Indone i o T

sta, (Yogyakarta: Teras.
2011), Hal. 258. SriVeryenae: Toms



Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua (ayahfibu)3 atau
keluarga dari aya}dibunya,' akan tetapi adakalanya seormé anak tidak lagi
mempunyai orang tua atau anggota keluarga lain yang melindunginya. Hal ini
dapat terjadi oleh berbagai hal seperti kehilangan keluarga karena bencana alam,
diabaikan/dibuang oleh keluarganya atau disebabkan oleh kekerasan yang
menimpanya. Keadaan seperti ini mengakibatkan anak menjadi terlantar dan
tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan berisiko menimbulkan kekerasan terhadap
anak tersebut.

Setiap anak seharusnya mendapatkan dukungan dan perlindungan baik
dari lingkungan keluarga maupun masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan
bagi anak tersebut. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara
rohani, jasmani, maupun sosial.’

Terhadap anak yang dianggap belum dewasa dan tidak memiliki/tidak
diketahui keluarganya, maka untuk menjamin dan mengurusi kepentingan anak
tersebut diperlukan adanya seorang wali. Wali adalah orang atau badan yang
dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagal orang tua terhadap
anak.® Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesyaj

dengan agama yang dianutnya dan kemampuan. bakat, serta minatnya,®

3 Menurut UU No 23 Th 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal | angka 4 yang dimaksud
orangtua adalah: ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri. ayah dan‘atau it angkat

* Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. ce1.2, (Bandung: Citra Aditya Baktj 2003'} hal. 79

* Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002 .(onl-ine).
(www.depsos.go.id/, download 14 November 201 1). ‘ .

® Ibid., Pasal 1 angka 11.




Perwalian itu mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya.’
Selain itu, perwalian meli;;uti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik
oleh calon wali maupun calon anak yang diwalikan.

Perwalian pada dasarnya dilakukan oleh orang tua dari anak
bersangkutan. Pada kasus anak terlantar, keberadaan orang tuanya tidak
diketahui sehingga menimbulkan permasalahan tentang siapa pihak/orang yang
berhak menjadi wali dan bertanggungjawab terhadap anak terlantar tersebut.
Permasalahan berikutnya adalah mengenai tujuan dari perwalian anak terlantar
dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perwalian terhadap anak terlantar

tersebut.

Di dalam buku-buku figih (hukum Islam) anak terlantar dapat juga
disebut Juagit yang diartikan sebagai anak pungut {semula terlantar).® Secara
istilah Jaqir adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak
diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena
takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.
Mayoritas fugoha Maliki, Syafi'm dan Hanbali berpendapat bahwa memungut
anak seperti ini hukumnya fardlu kifayah, kecuali dikhawatirkan si anak akan
meninggal maka hukumnya berubah menjadi fardlu ‘ain.”

Disebutkan dalam kitab Fath al-Bari: Syarah Sahih Bukhdri bahwa

Umar r.a. pernah berkata kepada Abu Jamilah;

IEX 2 ToAdest oy - ¥ L,y L,
o33yl 5 A Wle 575 "Ga LAY

7 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia..., hal. 91
» Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, tt, hal, 1374
? i iklopedi Anak; Tanya Jawab 1 A sambai 7 1o

Abu Abdillah, Ensikiop Ty enlang Anuk dari 4

(lakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468. sampai Z, ter). Ali Nur,



(Pergilah engkau, karena dia merdeka, Kami yang menanggung
nafkahnya dan bagimu wala ‘nya).

Bahwa makna perkataan Umar r.a.s3¥s &l 5 (dan bagimu wala nya),
maksudnya engkaulah yang menangani pendidikannya dan mengurusi
perkaranya, artinya perwalian Islam.'’ Berdasarkan pendapat Umar r.a. tersebut
maka seseorang yang menemukan anak terlantar dapat menjadi wali bagi anak
tersebut setelah memenuhi persyaratan-persyaratan.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia salah satunya dalam UU No 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal | angka 6 dijelaskan bahwa anak
terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,
mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar merupakan anak yang lepas dari
kekuasaan dan perlindungan orang tuanya. Untuk menjamin perlindungan dan
kesejahteraannya dibutuhkan adanya seorang wali bagi anak tersebut.
KUHPerdata (Burgerlifk Weetboek) mengenal perwalian dengan istilah voogdi;
yaitu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi
seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua. '

Hukum Islam yang mengatur masalah perwalian terhadap anak terlantar
menjadi salah satu acuan hukum positif yang diterapkan di pengadilan dalam
perkara permohonan pengangkatan wali bagi anak terlantar melalui prosedur

pengangkatan anak supaya memiliki kepastian hukum yang mengikat,

10 . - i . )

Ibn Hajar al-* Asqalant, Fath al-Bari; Penjelasan Kitab Sahih Bukhari iilid 32. teri )

Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 627. +Jihd 52, ter). Amic
" Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional. (Jakaria: Rineka Cipta. 1991), hal. 26.



Usaha untuk menjadi wali bagi anak terlantar yang diketahui/tidak
diketahui asal-usulnya dapat dilakukan dengan cara pengasuhan anak atau
melalui pengangkatan anak. Untuk menjadi wali bagi anak terlantar dengan cara
pengangkatan anak maka harus dimintakan penetapan dari pengadilan dengan
mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan perwalian. Pengangkatan
anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri.
Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, ini demi
kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam
keluarga angkatnya.'?

Perwalian yang dilakukan kepada anak terlantar akan membawa manfaat
bagi kesejahteraan anak tersebut. Agama Islam selalu mengajarkan pemeluknya
untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dan menjauhi
kemudlaratan.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis
menjelaskan pengertian-pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini.
A. Wali
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wali diartikan “orang yang
menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurusi anak yatim
serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.” Perwalian adajah segala sesuatu

yang berhubungan dengan wali."”

12 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia.. ., hal. 94

'S Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed ), (Jakarta: Balaj Pustaka, 2007). hal
1267. ) R



B. Anak terlantar//agit
Anak terlantar adalah z;nak yang tidak terpenuhi kebutr;lhannya secara
wajar. baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial."! lagit yang diartikan
sebagai anak pungut (semula terlantar)'”, secara istilah lagit adalah anak
kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya
yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin
atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.'® Dalam
penelitian ini penulis mempersamakan istilah anak terlantar dengan lagiy.

C. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
mengikat untuk semua yang beragama Islam.'” Hukum Islam yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang telah dibukukan
dalam kitab-kitab figh menurut empat mazhab.

D. Hukum positf
Hukum positif adalah aturan hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku
di suatu saat. waktu dan tempat tertentu, ditaati oleh menusia dalam
pergaulan hidup selama timbulnya ketentuan itu berdasarkan kesadaran
hukum masyarakat di samping cara yang digunakan oleh pergaulan hidup

itu untuk mencapai keadilan.'® Hukum positif vang dimaksud dalam

™ Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunean Anak
Y Ahmad Warson Munawwir, ibid. & .
'* Abu Abdillah, ibid. )
" Amir Syarifuddin, Ushul Figh. jil.2. (Jakana: Logos Wacana Itmy 2005). hal &
. i li, Pengantar Hukum Indonesi 5 » =Ui), hal. b.
Abdoet Djamali, 4 nesia, cet.3, (Jakarta RajaGrafindo Persada
1996), hal. 6. .



penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, yaitu Undax;g-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang
No. 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Melihat pentingnya lembaga perwalian terhadap anak khususnya anak-
anak terlantar maka pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Siapa orang yang berhak melakukan perwalian terhadap anak terlantar
dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa tujuan perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan
hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perwalian terhadap anak
terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan uratan rumusan masalah tersebut, maka tujuan
penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui siapa orang yang berhak melakukan perwalian
terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif
Indonesia.

b. Untuk mengetahui tujuan dari perwalian terhadap anak terlantar

menurut hukum Istam dan hukum positif Indonesja.



c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dan perwalian terhadap
anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teontis
1) Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di
bidang itmu pengetahuan hukum baik hukum Islam maupun
hukum positif Indonesia.
2) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian
selanjutnya.
b. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh
pemahaman yang jelas tentang masalah perwalian terhadap anak terlantar
dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai anak terlantar telah dijelaskan pada bab-bab
tertentu baik dalam kitab-kitab figih, buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan masalah anak, maupun peraturan perundang-undang di Indonesia.
Misalnya Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya “al-Figh al-Islamt wa Adillatyuhy
menjelaskan mengenai perwalian sebagai salah satu hak setiap anak.
pembahasannya dibagi ke dalam dua sub bab yaitu perwalian terhadap diri
seseorang dan perwalian terhadap harta benda. Perwalian atas dir seseorang
maksudnya mengatur urusan orang yang kurang ahliyyarul gdy nya atau ul

qasir, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-tain Adapun



perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang
kurang akliyyatul ada ‘nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan ‘Iainnya.lg

Di dalam kitab “al-Umm ™ karya Imam Syafi'i, beliau berkata : “Anak
yang dibuang itu adalah merdeka dan tiada mempunyai wali, sesungguhnya ia
dipusakai oleh kaum muslimin”. Imam Syafi’T juga menambahkan bahwa wajib
atas imam menetapkan kewalian terhadap anak tersebut dari kaum muslimin
baik laki-laki maupun perempuan.”’

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam kitab “al-Mughni”
bahwa wajib (fardu kifayah) hukumnya mengambil laqit atau anak yang
dibuang. Mengambil /agit berarti menghidupkan jiwanya. Sementara itu, orang
yang menemukannya dapat diangkat sebagai walinya berdasarkan ucapan
Khalifah Umar kepada Abu Jamilah tentang /agiinya: “Dia merdeka, wala’nya
untukmu dan nafkahnya atas kami”?'

Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul "Hukum Anak Indonesia™
mengatakan: “Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Yang dimaksud asuhan
adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai

orang tua atau terlantar maka dipelibara/diasuh oleh wali sebagai pengganti

19 . . - R .
Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 10, ten Abd i
Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 82. ). Abdul Hayyie Al
200 - i - . .
Imam Abi ‘Abdilish Muhammad 1drs al-Syafi't, a/-Umm juz 4. (Beirut: DA
: . ut: "
402 H), hal. 402. Dar al
2 Ibn Qudamah, al-Mughni, juz. 8, (Qéhirah: Dar al-Hadig, 2004). hal. 68.

‘limiyyah,



orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial. 22 |

Aim Fajriyati dalam skripsinya “Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak
Yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)”
menegaskan pentingnya keberadaan seorang wali di tengah-tengah kehidupan
orang-orang yang belum sempurmna akalnya untuk mengurusi din dan harta
bendanya. Di sini dijelaskan pula bahwa pada dasamnya setiap orang yang tidak
dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali dengan syarat telah
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.”

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini belum
ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan secara komparatif antara
konsep perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum
positif di Indonesia. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji
permasalahan ini dengan mencoba mengkomparasikan antara hukum Islam
dengan hukum positif temtang perwalian terhadap anak terlantar.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(library research) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah
buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan

juga literatur-literatur lainnya.

22 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. ... hal. 80

21, . R ; i
Aim Fajriyati, “Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak yang Belum D
Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)”, Skripsi tidak diterbitkan, smnflg Purwokengw')agg?Menumt
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2. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digﬁnakan dalam pengumpulan data pada penelitian
ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarnan data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lain sebagainya.?*
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer
dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang
diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan atau
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
sumber informasi yang dicari.?’

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan konsep perwalian
khususnya terhadap anak terlantar. Dari hukum Islam bersumber dari nash
Al Quran dan Hadis, kitab-kitab figh, dalam penelitian ini penulis
mengambil keterangan dari kitab Fath al-Bart, al-Mabsat, al-Umm, al-
Mughni, dan Figh al-Islamt wa Adillatuhu dan sumber hukum positif

seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KUHPerdata,

X guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendehatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993). hal. 234. '
2 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998), hal. 91.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang
diperoleh pihak lain. tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek
penelitiannya, tapi dalam data sekunder bertujuan untuk menunjang serta
memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data
penelitian,® antara lain buku dan bahan-bahan informasi lain yang
berhubungan dengan pembahasan mengenai perwalian terhadap anak
terlantar.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir
yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah:
a. Metode Content Analysis

Menurut Weber content analysisf/kajian isi adalah metodologi
penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik
kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Di samping itu
dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang
lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisan maupun
mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya
sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atay sekelompok

masyarakat tertentu. Informasi tentang sebuah atau beberapa buky yang

% ibid.
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dibandingkan akan sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku
sejenis dimasa mendatang.?’ |

Metode confent analysis saya gunakan pada bab 4 untuk menarik
kesimpulan dari berbagai sumber data yang dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian
ini. Khususnya terhadap poin-poin penting sepertt kedudukan anak
terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif dan hak pemeliharaannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini,
penulis mengkiasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab . Pendahuluan. Bab ini membahas Latar Belakang Masalah,
Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah
Pustaka, Metode Penelitian serta Sisternatika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Dan Anak Terlantar Menurut
Hukum [siam. Pada sub bab pertama akan membahas tentang ketentuan-
ketentuan umum menurut hukum Islam tentang perwalian, mulai dari pengertian,
dasar hukum, syarat-syarat, orang yang berhak menjadi wali, serta
pemberhentian wali. Selanjutnya pada sub bab kedua akan membahas tentang
kedudukan anak dalam hukum I[slam, tinjauan umum mengenai anak terlantar
(laqir) yang berisi pengertian, pendapat para ulama, dan perwaljan terhadap anak

terlantar.

" Soejono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian; Suatu Pemik

iran d
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13-14. iran dan Penerapan,
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Bab IIl. Tinjauan Umum Tentang Perwalian dan Masalaha Anak dalam
Hukum Positif Indonesia. Bab ini t%wmbahas ketentuan-ketentuan uﬁum tentang
perwalian serta permasalahan anak yang dianggap sah oleh hukum positif di
Indonesia, pengakuan anak dan masalah anak terlantar.

Bab 1V. Analisis Terhadap Perwalian Anak Terlantar Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Bab ini membandingkan ketentuan-
ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap masalah
perwalian anak terlantar. Pada sub bab pertama membahas orang yang berhak
menjadi wali. Pada sub bab kedua membahas ruang lingkup perwalian terhadap
anak terlantar (/agir). Pada sub bab ketiga dibahas mengenai akibat hukum dari
perwalian terhadap anak terlantar. Sub bab terakhir tentang permasalahan anak
terlantar di Indonesia.

Bab V. Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan, dan Saran-saran. Pada
bagian paling akhir berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, serta

Daftar Riwayat Hidup.



BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN ANAK TERLANTAR

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Perwalian
1. Pengertian Perwalian
Kata wali berasal dari bahasa Arab Js yang artinya “dekat dengan“’l.
Wali juga berarti “cinta” (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nasrah) seperti
dalam penggalan QS al-Maidah (5): 56 dan kata-kata dalam QS at-Taubah (9):
61. Ayat 61 surat at-Taubah juga berarti kekuasaan/otoritas (al-sultah wa-al
qudrah) seperti dalam ungkapan al wall ()s), yakni orang yang mempunyai
kekuasaan.  Hakikat  dari  al-wilayah  adalah  “tawalli  al-amr”
(mengurus/menguasai sesuatu).” Sedangkan pengertian secara istilah adalah
pengaturan orang dewasa tehadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian
dan hartanya.g
Perwalian menurut mazhab Malikt dibagi kepada dua bagian, yaitu
perwalian khusus dan perwalian umum:
1) Perwalian khusus, yaitu perwalian yang dimiliki oleh orang-orang
tertentu. Mereka itu ada enam orang yaitu: bapak. orang yang
diwasiati oleh bapak, kerabatl, ‘asabah, orang yang memerdekakan.

dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, vaitu: hubunean
o

' Ahmad Warson Munawwir, , al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, tt, hal. 1374
* M. Amin Suma, Hukum Keluarga Istam di Dunia Modern, (Jakarta: Raj
2004), hal. 134. |
* Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamt wa Adillatuhu, j1d. V11, (Damaskus: Dar al-Fikr
1989), hal.746. ' '

aGrafindo persada,
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bapak, wewenang, asabah, kepemilikan, tanggungan, dan
kekuasaan.

2) Perwalian umum, yaitu perwalian yang dimiliki dengan satu sebab,

yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam.

Mazhab Hanafi membag) perwalian kepada tiga bagian; perwalian
terhadap diri, perwalian terhadap harta, perwalian terhadap diri dan harta secara
bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah mengawasi berbagai perkara
pribadi anak yang belum mencapai usia baligh, seperti perkawinan, pendidikan,
pengobatan dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek
serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurusi berbagai perkara
keuvangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan
pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan orang yang diwasiatkan
oleh keduanya, serta gadi yang diberikan kuasa. Perwalian terhadap jiwa dan
harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi yang hanya dimiliki
oleh bapak dan kakek saja.’

Dari pengertian di atas maka wali dapat dibedakan berdasarkan wilayah
kuasanya, yaitu perwalian dalam pengertian umum yang meliputi orang banyak
"dalam suatu wilayah atau negara dan perwalian khusus yang meliputi
kewenangan mengurusi pribadi dan/atau harta seseorang. Dalam penelitian inj
akan dibicarakan perwalian dalam pengertian khusus yaitu masalah perwalian

terhadap pribadi dan harta anak terlantar.

Y Ibid., hal. 186-187.
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2. Dasar Hukum

Perwalian merupakan salah satu tema penting dalarn hukum Islam, maka
dari itu perwalian memiliki dasar hukum yang kebenarannya dapat diuji. Salah
satu dasar hukum dari konsep perwahian adalah dalam QS. al-Bagarah ayat 282
yang menjelaskan pentingnya keberadaan wali di sisi orang yang lemah/kurang
akalnya seperti anak yang belum dewasa. Firman Allah tersebut berbunyi:

205 B 5 el of o 5 G 3 sl 3537 6 (o 56 b
Jasi
Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
* mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur.

Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang bersangkutan, tidak
bisa turut dalam menyusun surat perjanjian yaitu: orang safih, do'if, dan orang
tidak sanggup. Orang safih adalah orang yang tidak pandai mengatur harta
bendanya sendiri, baik karena bodohnya atau karena borosnya. Dalam hukum
Islam, hakim berhak memegang harta bendanya dan memberinya belanja hidup
dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan
habis. Orang yang da’if (lemah) adalah anak kecil yang belum mumayyiz atau
orang tua yang sangat lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup
dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah

orang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam

itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka
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menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan
si wali itupun wajib bertindak adil.”
Demikian pula yang tersebut dalam QS an-Nisa ayat 5 dan 6

. ’) ‘J_,.’.J’ Fa ,Jl’_/’d E ..5.- ’J’II,E,":J"'.{": -
ff ,gr”:,‘,’a):’,) 137

By Y35 oh 15553 2o 50575

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila orang yang memberi utang itu
akalnya lemah, atau masih kecil (belum dewasa), pikun, bodoh, bisu atau gagu,
maka walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil.®

Demikianiah beberapa kutipan ayat al-Quran yang menegaskan
pentingnya keberadaan seorang wali bagi orang-orang yang belum sempurna
akalnya, sehingga Allah mengisyaratkan untuk ditunjuk seorang wali bagi
mereka untuk mengurusi diri dan harta kekayaannya. lbn Kasir menenjelaskan
yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya adalah: “Anak
yatim yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak mampu

mengatur hartanya.’

S Hamka, Tafsir al- Azhar, juz. I, (Singapura: Pustaka Nasional PTE, 2003), hal. 684

* Ahamad Mustafa al-Maragi, Tarjumah Tafsir al-Maragi, juz. 1. terj. K. .Ansh.ari dkk
(Semarang: Toha Putra, 1992).hal. 127. .

"ibn Kasir, Tufstr Ibn Kasir, Terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, jil. 11, (Kuala Lumpur:
Victoria Agencie, 1988), hal. 307. ' pur:
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3. Syarat-Syarat Wali

Perwalian merupakan hal yang amat penting terhadap kehidupan orang-
orang yang belum sempurna akalnya, untuk itu Islam menetapkan persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi wali. Para
fugaha sepakat bahwa wali disyaratkan:

a. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak
ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki
kelerahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang
terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal.

b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan
diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non
muslim terhadap orang muslim dan sebaliknya. Dikecualikan dari
hal itu adalah seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki
perwalian umum terhadap semua orang muslim.

Selain syarat di atas masih ada persyaratan yang masih
diperselisihkan, yaitu:

a. Laki-laki. Menurut jumhur fugiha selain mazhab Hanafi wal;
disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki.

b. Adil. Yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai
kewajiban agama.

c. Lurus. Menurut mazhab Syafi'T maknanya adalah tidak

menghambur-hamburkan harta. §

¥ Wahbah az ZuhaylT, al- Figh..., hal. 195-197



Terdapat beberapa persyaratan tambahan di bawah ini yang harus
lengkap pada diri seseorang, baik yang akan melakukan hadanah, maupun dalam
menunaikan tugas sebagai wali anak. Di samping sudah baligh, berakal,
baragama Islam juga syarat-syarat berikut:

a. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan
mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa
mengakibatkan tugas hadlanah atau perwalian menjadi terlantar.

b.Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin
pemeliharaan anak.’

4. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Para ulama sepakat bahwa, wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan
ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat secbagian
ulama Syafi’i. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali
yang bukan ayah.

Hanbali dan Maliki mengatakan:

“Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah.

Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian

jatuh ke tangan hakim syar'i. sedangkan kakek, sama sekali tidak

mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek —menurut mereka- tidak
bisa menempati posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah
seperti itu, maka apa Jagi kakek dari pihak ibu.”

Hanaft mengatakan:
“Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah.

Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang Yang menerima wasiat
darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan gadi.”

° Qatria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuri ;
Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 224 A urisprudensi
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Sementara itu Syafi’T mengatakan:
“Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek k(;,pada
orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima
wasiat kakek, dan sesudah itu kepada gadi.”'°

Jika anak tersebut tidak memiliki ayah, kakek, atau orang yang diberi
wasiat untuk mengurusnya maka hak perwalian anak tersebut diberikan kepada
hakim, karena ia memiliki kekuasaan umum sehingga ia berhak mengurus
kemaslahatan harta si anak. Tetapi yang sudah berlaku, seorang hakim tidak
langsung mengurus harta si anak, namun ia menunjuk orang lain yang ia percaya
untuk mengurusnya.'!

5. Pemberhentian Wali

Menurut ulama Hanafiyyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang
anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda
keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk
mengurus dirinya sendiri, namun jika tidak maka tetap berada dalam bimbingan
walinya.

Adapun untuk anak perempuan, masa perwaliannya habis setelah ia
menikah, karena setelah itu haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Jika
belum menikah maka ia masih dalam bimbingan walinya hingga usia tua dan
dapat dipercaya untuk membawa diri. Saat itulah ia diperbolehkan tinggal

sendiri atau tinggal bersama ibunya. Ulama Hanafiyyah tidak menjelaskan detail

usia tersebut, namun dilihat dari pendapat mereka menunjukkan usia senja yang
=

sudah tidak menginginkan laki-laki.

'Y Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, ey, Masykur. A B.. (Jakarta:

Lentera, 2002), Hal. 693.
"' Wahbah al-Zuhailf, al-Figh..., hal. 759.
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Adapun menurut mazhab Malikiyyah, habisnya masa perwalian atas diri
seseorang itu jika sebabnya sudah hilaﬁg. Dan sebab itu adalah usia ana-k-anak
atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa
perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan
suaminya.'2

B. Tinjauan Umum tentang Anak Terlantar (Lagiy)
1. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

D1 dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur
tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan
dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan
yang sah, maka yang dikataka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari
akad nikah yang sah. Islam menghendaki keturunan yang baik dan terang
diketahui oleh kerabat tetangga untuk menjaga status keturunan dalam keluarga

tersebut. '’

Lahimya anak dalam sebuah keluarga otomatis menimbulkan hak dan
kewajiban, Hukum Islam mewajibkan kepada seorang ayah untuk memelihara
dan mendidik anak-anaknya, ibu hanya bersifat membantu. Bagi ibu
kewajibannya adalah menyusui dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum
Islam sifat hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dilihat darj segi

material, yaitu memberi nafkah. menyusui dan mengasuh, dan segi immateria]

‘2 1bid | hal. 749. )
" Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundan
. I
dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 137 wan. Hkum Adat
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yaitu curahan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani
dan lain-lain. |

Wahbah al-Zubaill memberikan pendapat bahwa hak-hak seorang anak
yang harus dipenubi oleh orang tuanya adalah: nasab, rada’, hadanah, perwalian
dan nafkah. Kelima pasal ini sangat urgen dalam sebuah keluarga. Suatu
keluarga tidak akan bisa dibangun tanpa kelima hal tersebut. Nasab sangat
penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang. Rada’ dan hadanah
Juga penting untuk menjaga anak ada saat masib kecil atau bayi. Adapun
perwalian anak juga sangat penting karena berkaitan dengan jiwa, harta dan
pendidikan anak sebelum mencapai usia baligh. Nafkah diberikan untuk
memenuhi kebutuhan anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan. '’

2. Pengertian Anak Terlantar (Lagif)

Pada umumnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia pasti mempunyai
seorang ayah dan juga seorang ibu (orang tua), sebagai akibat dari adanya
hubungan perkawinan yang sah. Orang tua adalah orang yang seharusnya
mengurusi dan membesarkan anak-anaknya sehingga ia tumbuh dan
berkembang dengan baik. Akan tetapi, tidak semua anak dapat tumbuh dap
berkembang di bawah kekuasaan/pemeliharaan orang tuanya. Ada banyak haj
yang dapat menyebabkan lepasnya anak-anak dari perhatian orang tuanya,
seperti anak tersebut menjadi korban penculikan sehingga ia terpisah dan kedua

orang tuanya, anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau anak yang

dibuang oleh orang tuanya.

" Ibid., hal. 144.
'S Wahbah al-Zuhaill, ibid., hal. 721.



24

Di kota-kota besar di Indonesia banyak dijumpai anak-anak di jalanan
yang menjadi pengemis dan pengamen hanya untuk dapat bertahan hidup.
Masyarakat menyebut mereka dengan sebutan anak terlantar atau anak jalanan,
alasannya adalah Kkarena anak-anak tersebut tidak mendapatkan perhatian,

perlindungan dan kecukupan kebutuhan dari orang tua atau orang bertanggung
jawab terhadapnya. Sehingga kehidupannya menjadi tidak terpelihara dan ada di
antara mereka yang menjadi pengamen atau pengemis di jalanan.

Anak terlantar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak diartikan sebagai: “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya
secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Dalam Islam kita mengenal istilah /agir yang kondisinya dapat kita
samakan dengan anak terlantar. Secara bahasa /agit dapat diartikan sebagai
“anak pungut (semula terlantar)”'®, sedangkan menurut istilah adalah “Anak
kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang
tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau
menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.”"”

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi lagit yaitu: ©

Kata lagit secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tergeletak di atas
tanah. Sedangkan secara istilah adalah anak kecil yang hilang atau
dibuang oleh orang tuanya yang biasanya tergeletak di atas tanah.
karena takut menanggung beban biaya hidup si bayi, atau karena takut
menanggung malu karena anak itu adalah hasil hubungan gelap
sehingga tidak diketahui siapa a{ahnya dan siapa ibunya, atau karena
sebab dan alasan-alasan lainnya.'

' Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, v, hal. 1374
17 illah. Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab ¢ o e * o
Abu Abdillah, P D entang Anak dari 4 sampai Z terj. Al
Nur. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468. » 181}
18 Wahbah al-Zuhaill, al-Figh..., juz. 5, hal. 764.




Berdasarkan pengertian di atas maka /agit dapat dibedakan ke dalam dua
kelompok, yaitu: |
a. Lagit yang tidak diketahui asal-usul orang tua dan/atau tempat
tinggalnya. Penyebab keadaan laqi; seperti ini diantaranya adalah:
akibat perbuatan zina, hilang, tersesat dan terpisah dari orang tuanya,
atau bisa juga karena tuntutan ekonomi yang memaksa orang tua
menjual atau menelantarkan anaknya sehingga tidak diketahui lagi
siapa orang tua dari anak tersebut. Selain itu, bencana alam dan
kekerasan juga berpotensi mengakibatkan anak-anak kehilangan orang
tuanya
b. Lagit yang diketahui asal-usul orang tua dan/atau tempat tinggalnya.
Penyebab keadaan Jagiy yang seperti ini biasanya terjadi karena orang
tua yang melepaskan tanggungjawabnya karena tidak mampu dan lain
sebagainya sehingga anak-anak harus mencukupi kebutuhan dirinya
sendiri dan orang tuanya dengan cara menjadi pengemis, pengamen
dan sebagainya.
3. Pendapat Ulama
Keadaan lagit yang terlantar dan tidak terpelihara menunjukkan bahwa
lagit dalam keadaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya, maka

mayoritas fugaha’ Maliki, Syafi’l, dan Hanbali berpendapat bahwa memungut
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anak seperti ini hukumnya fardu kifayah. Kecuali jika dikhawatirkan si anak
akan meninggal dunia maka hukumnya berubah menjadi fardu ‘ain.'® |
Menurut ulama hanafiyyah memungut /aqif adalah sangat dianjurkan dan
termasuk amal yang sangat mulia. Karena, dengan memungutnya, berarti telah
menyelamatkan hidup si anak. Bahkan hukum bisa menjadi fardu kifayah jika
seandainya si anak tidak dipungut, maka diduga kuat keselamatan hidup si anak
terancam, seperti si anak berada dalam gua atau tempat-tempat berbahaya
lainnya.”
Imam al-Syarakhst berkata:*'
“orang yang telah menelantarkannya berdosa dan orang yang
memunguinya mendapat pahala karena ia telah menyelamatkan
kehidupan seseorang yang jiwanya sedang terancam dan itu artinya ia

telah menghidupkan seseorang karena telah menepis semua sebab yang
dapat membuatnya binasa. Aliah Ta’ala berfirman:”

. EE-

(".; - . Eed l-:f’- - //769,‘
Artinya: Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara

kehidupan manusia semuanya. {QS. al-Maidah {5}: 32).

Ibn Qudamah berkata: “Wajib mengambil lagif, sebab Aliah ta’ala
berfirman:
030 37 Je 155

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa. (QS. al-Maidah {55}:2).

1 Abu Abdillah, Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab tentang Anak dari 4 sampai Co
N, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468. mpai Z, terj. Ali

2 Wahbah al-Zuhaili . a/-Figh..., juz 5. hal. 765.

% Abj Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Syarakhsl, al-Mabsiith, juz.10, (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘llmiyyah, 200 1), hal. 206.
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Di samping itu, mengambil /agit berarti menghidupkan jiwanya, karena
itu hukumnya wajib sebagaimana ;nembeﬁnya makan jika darurat dan
menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib di sini adalah fardu kifayah, jika
dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada
yang mengambilnya dari sekelompok orang, maka mereka semua berdosa jika
mereka tahu, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya.*?

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memelihara kehidupan,
batk kehidupan sesama manusia maupun kehidupan sesama ciptaan Tuhan
lainnya. Memelihara kehidupan/keberadaan jiwa merupakan salah satu tujuan
syari'at (Magasid al-Syart’ar). Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah
diberikan oleh Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal,
seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga
periu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Segala sesuatu yang
mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh
Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat
menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. >

Kemudian mengenai lagff dan siapa yang berhak mengurusnya, imam
Ash Sarakhsiy berpendapat, bahwa orang yang menemukan dan memungutnya
(al-Multagit) lebih berhak terhadap lagf, schingga jika mau, maka ia bisa
berderma untuk merawat dan membiayai hidupnya. Atau bisa juga ia

melaporkannya kepada hakim. untuk selanjutnya hakim akap menunjuk

> tbn Qudamah , al-Mughn, juz. 8, (Kairo: Dir al-Hadi, 2004), hal. 68.
B Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2. (Jakarta: Logos Wacana llmu, 2001), hal. 210.
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seseorang untuk merawat dan mengasuh /aqif dan biayanya dibebankan kepada
Baz';!u! Mal (kas negara).”*

Ibn Qudamah berpendapat, bahwa jika penemu lagff bisa dipercaya,
maka /aqiy ditetapkan di tangannya. Di samping itu penemu lebih dahulu
mendapatkannya, jadi dia lebih berhak terhadapnya, sabda Nabi SAW:

4 3a) 68 alue 44l Gauy alle M 30 (e

Artinya: Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang muslim tidak
dahulu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.

Namun apakah harus mempersaksikan lagit? Ada dua pendapat:
Pertama, tidak wajib, sebagaimana tidak wajib mempersaksikan lugajah. Kedua,
wajib mempesaksikannya sebab tujuan mempersaksikan adalah menjaga nasab
dan status merdeka.”’ |

Para ulama memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang
yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya, yaitu:*®

a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (1ak/if).

b. Merdeka, maka budak tidak diperbolebkan kecuali dapat izin dari

tuannya.

¢. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya.

d. Adil.

% Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ai-Syarakhsi, al-Mabsirh.. . hal. 213
2 . J-Mughni ..., hal. 88. '
Ibn Quddmah , al-Mug
26 H
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Penganghatan Anak Perspelsi
Islam. {Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 192 pektif



4. Perwalian Laqit

Perwalian dapat terjadi karena adanya hubungan nasab antara orang yang
menjadi wali dan orang yang di bawah perwaliannya. atau karena hubungan
antara penguasa dengan orang yang tinggal dalam wilayah kekuasaannya.

Bahwa perwalian atas /agi dalam urusan dirinya dan hartanya adalah di
tangan hakim, yakni dalam kaitannya dengan urusan menjaga, merawat,
mendidik, menikahkan, dan melakukan pentasharufan terhadap hartanya. Hal ini
berdasarkan hadis; “Suitan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” al-
Multagry tidak mamiliki perwalian atas /agqit dalam hal menikahkan dan
pentasharufan hartanya.”’

Dikabarkan kepada kami cleh ar-Rabi” bin Sulaiman yang mengatakan :

“Saya mendengar Syifi’i r.a. berkata : *“ Tentang anak yang dibuang itu
adalah merdeka dan tiada mempunyai wali, sesungguhnya ia dipusakai
oleh kaum muslimin sebab kaum muslimin itu mempusakai setiap harta
yang tiada ada pemiliknya. Kemudian wajib atas imam (kepala
pemerintahan) untuk menetapkan kewalian anak itu pada hari dilahirkan
oleh ibunya, bagi jamaah yang hidup dari kaum muslimin, laki-laki dan

perempuan.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dar lbn Syihab, dari Sinin Abi
Jamilah- seorang laki-laki dari Bani Salim- bahwa ia mendapat seorang anak
buangan (dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat) pada masa pemerintahan
Umar bin al-Khattab. Lalu ia bawa kepada Umar. Maka Umar bertanya :
“Apakah yang mendorong kamu kepada mengambil orang ini?”, Orang itu
menjawab : * Saya dapati dia termasuk orang yang terbuang, lalu saya ambil”

. T . . .
lalu orang itu meneruskan perkataannya: “Saya tahu, wahai Amirul My ‘minin,

27 \Wahbah al-Zuhaili, /bid., hal. 765.
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bahwa dia ini orang yang shalih”. Lalu Umar bertanya : “Benarkah?”. Orang itu
menjawab : “Ya”. Umar lalu berkata : ** Pergilah! Maka dia ini orang ya1.1g
merdeka. Kewaliannya bagimu. dan atas kami perbelanjaanya.”
o3¥ 5 ll 543k Lide 5 a ggd )
Kata Malik: * Pendapat yang disepakati pada kami tentang anak buangan
itu, bahwa dia itu merdeka dan kewaliannya bagi kaum muslimin.” Maka kami
mengatakan kepada Syafi't : “ Dengan kata Malik itu kami mengambil
pemahaman.”
al-Syafi’i menjawab :
“Kamu telah meninggalkan apa yang diriwayatkan dari ‘Umar tentang
anak buangan. Kalau kamu meninggalkannya karena Nabi SAW
bersabda : “ Kewalian bagi orang yang memerdekakan”, maka kamu
telah mendakwakan, bahwa pada yang demikian itu dalil, bahwa tiada

kewalian, selain bagi orang yang memerdekakan. Dan tidak hilang
kewalian itu dari yang memerdekakan.’

Dalam Fath al-Bari bahwa makna o3¥y <l (bagimu wala ’nyazg)
maksudnya engakaulah yang menangani pendidikannya dan mengurusi
perkaranya. Artinya perwalian Islam bukan perwalian memerdekakan. >

Lagit atau anak terlantar dianggap sebagai orang yang tidak diketahuj

nasabnya. Sehingga jika seandainya ada seseorang yang mengakui bahwa nasab
lagit tersebut adalah kepadanya, maka pengakuan itu diterima dan sah.
Berdasarkan hal ini, maka seandainya a/-Multaqit atau orang lain mengakui dan

mengklaim bahwa lagl! itu adalah anaknya, maka pengakuan itu diterima tanpa

* imam al-Syafi'i, al-Umm, juz. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1993), hal. 87.g8
** Wala~ artinya nasab dan warisan orang yang dimerdekakan. Lihat Ibn hajar al-+ Asqalani
Fath al-Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhart, jilid 32, terj. Amir Hamzah, (Jakartz;: Pustaka Azzam‘
2009), hal. 627. o )
** Ibn Hajar al-*Asqalant, Fath al-Barl: Penjelasan Kitah Subih Bukhari, iilid 3. teri. Acni
! AL y -, ter).
Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 626 ! 1. Amir
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harus adanya kayyinah (saksi), sebagai bentuk istihsan. Namun, jika dilihat dari
sudut pandang giyas, maka pengakuan itu -tidak ditennma kecuali dengan didasari
adanya bayyinah.

Arah giyas jelas, yaitu bahwa orang yang bersangkutan mengakui dan
mengklaim sesuatu yang mengandung kemungkinan ada dan tidak ada. Oleh
karepa itu, yang diunggulkan dan dimenangkan dengan berdasarkan kepada
suatu pertimbangan yang bisa diterima, yaitu bayyinah, sementara di sini tidak
ditemukan adanya bayyinah.

Sedangkan arah al-Istihsan (menghubungkan suatu masalah dengan
hukumn yang berbeda dengan hukum masalah-masalah yang serupa karena
adanya suatu alasan yang lebih kuat yang menghendaki hal itu) adalah, bahwa
klaim itu merupakan sebuah pengakuan yang bermanfaat dan memberi dampak
positif bagi laqit. Karena dengan memiliki nasab, status /agif bisa menjadi
terhormat seperti anak-anak yang lain, berbeda dengan jika ia menjalani hidup
tanpa memiliki nasab. Membenarkan dan menerima klaim orang yang
bersangkutan tersebut dalam masalah ini tidak perlu adanya bayyinah.

al-Multagit dapat memperoleh hak perwalian terhadap lagit apabila ia
mengakui bahwa nasab lagit tersebut adalah kepadanya. Pengakuan seperti inj
dikenal dengan istilhag atau igrar bin-nasab (pengakuan garis keturunan).
Pengakuan nasab ada dua macam, yaitu: igrar bin-nasab untuk dirinya sendiri,

dan igrar nasab yang dibebankan kepada orang lain.
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a. lIgrar bin-nasab untuk dirinya sendiri

Igrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap

anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti: “ini anakku”, atau “ini

ayahku/ibuku™. Pengakuan ini sah meski dari seorang laki-laki

yang diambang kematian, namun dengan empat syarat yang sudah

disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu:

)]

2)

3)

4)

Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak
diketahui nasabnya. Akan tertapi, jika punya nasab yang jelas
selain dari orang yang mengaku maka pengakuan orang itu
batal karena syari’at membenarkan penentuan nasab untuk
ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk
seseorang maka tidak boleh berpindah nasab kepada orang
lain, karena Rasulullah SAW melaknat orang mengaku nasab
pada selain ayahnya sendiri.

Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang
diakui garis nasabnya itu masuk akal, misalnya orang yang
diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi
anak dari orang yang mengaku sebagai ayahnya.

Pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah
dipercaya. Artinya, sudah baligh dan berakal menurut
mayoritas ulama dan sudah mumayyiz menurut Hanafiyyah.
Tidak membebankan nasab kepada orang lain, baik dipercaya

oleh orang yang diaku atau tidak.
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b. Igrar bin-nasab yang dibebankan kepada orang lain,

Adapun iqrar bin-nasab yang dibebankan atau ditangguhkan
kepada orang lain adalah igrar bin-nasab yang mencabang dari
pangkal nasab, seperti misalnya seorang berkata: “ini saudara saya”
atau “ini paman saya” atau “imi1 cucu saya” atau “ini kakek saya”.
Pengakuan ini sah dengan syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak
lain, jika seorang berkata: “ini saudara kandung saya™ maka untuk
menentukan nasabnya menurut Hanafiyyah, ayah st pengaku harus
membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang
menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang
membenarkan pengakuannya itu jika yang lain sudah meninggal
dunia.*!

Jika laqit diakui oleh dua orang lelaki, lalu ahli nasab menasabkan lagis
kepada keduanya, maka /agit dinasabkan kepada keduanya dan ia menjadi anak
mereka. Laqif mewarisi mereka sebagaimana anak lelaki dan mereka mewaris
laqit sebagaimana satu orang ayah. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar dan Al
dan merupakan pendapat Abu Tsaur. Ulama ra’yi berkata: “Lagqit dinasabkan
kepada mereka hanya berdasarkan pengakuan.” Imam Syafi'T berkata: “ Lagis
tidak dinasabkan kepada orang yang lebih dari satu. Jika ahli nasab menasabkan

kepada keduanya, maka ucapan keduanya tidak diterima dan keduanya tidak

menjadi ayah.

¥ Wahbah al-Zuhaill, al-Figh. .., juz. 7, hal. 690-693



34

Imam Ahmad berkata: * Jika ahli nasab manasabkan faqir kepada kedua
lelaki itu. maka dia mewansi keduanya dan i(eduanya mewarisinya. Jika salaﬁ
satu dari keduanya mati, maka /agit menjadi milik lelaki yang masih hidup.
namun nasabnya masih tersambung dengan lelaki yang mati dan tidak akan ada
yang memutuskannya.” Makna ucapan Ahmad “maka /aqif menjadi milik lelaki
yang masih hidup” wallahu a’lam, adalah lelaki yang masih hidup mewarisi
lagit sebagai ayah yang sempurna, sebagaimana nenek jika sendirian mengambil

seluruh bagian para nenek, dan isteri jika sendirian mengambil seluruh bagian

para isteri.*?

Apabila lagit tersebut ditemukan dan dipelihara oleh seseorang, maka
orang tersebut dapat menjadikannya sebagai anak asuhnya atau sebagai anak
angkatnya dengan syarat pengangkatan tersebut tidak menimbulkan hubungan
nasab. Pengangkatan anak memang dilarang oleh Islam, yaitu pengangkatan
yang menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkainya dan
memberlakukan hubungan sebagaimana hubungan nasab.

Di sini ada semacam pengangkatan anak yang diakui oleh beberapa
orang, tetapi bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Seperti
seorang ayah yang memungut seorang anak yatim di jalan, kemudian
dijadikannya anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya, maupun
pendidikanaya.

Diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya

sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak menisbatkan kepada dirinya dan tidak

32 tbp Qudamah , al-Mughni..., hal. 102.
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diberlakukan padanya hukum-hukum layaknya anak kandung. Ini merupakan
suatu car;l terpuji dalam pandangan Allahl. Siapa yang mengerjakannya akan
memperoleh pahala kelak di Surga.

Lagit (anak yang dipungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi
untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan /bn sabil (anak jalanan) yang oleh
Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Apabila seseorang yang memungutnya
itu tidak mempunyai kelvarga, kemudian dia bermaksud akan memberikan
hartanya kepada anak pungutnya tersebut, maka dia dapat menyalurkannya
melalui cara hibah sewaktu dia masih hidup atau dengan jalan wasiat dalam

batas 1/3 (sepertiga) pusaka sebelum ia meninggal dunia.”?

3 yusuf Qara[_iawi, Ha!&f wa al—Haramﬁ a[-fsf&m, lerj. Tim Kuadran, (Bandung; Penerbit
Jabal, 2007), hal. 234.
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TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN MASALAH ANAK

DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perwalian (Voogdij) Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian

Perwalian (Voogdif) adalah: “pengawasan terhadap anak yang di bawah
umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda
atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.'

Menurut Ali Afandi perwalian adalah: “Pengawasan terhadap pribadi dan
harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di
bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah
bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua meninggal dunia, berada di
bawah perwalian”.” Sementara itu, untuk anak di luar kawin, maka karena tidak
ada kekuasaan orang tua anak ini sclalu berada di bawah perwalian.’

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak
dalam kekuasaan ornag tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu

harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan

' Subekti, Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994). hal. 52

2 Ali Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta
1997), hal. 156. ’

' Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nusional, (Jakarta: Kencana 2008)
Hal. 88. T -
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menyelenggarakan keperluan hidup anak-anak tersebut (Pasal 331 BW jo. Pasal
50 UU No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*

Dengan demikian anak yang lepas dari kekuasaan orang tuanya berada di
bawah tanggung jawab wali. Sehubungan dengan hal tersebut Subekti
menerangkan bahwa: anak yang berada di bawah perwalian adalah:

a. Anak yang kedua orang tuanya telaah dicabut kekuasaannya sebagai

orang tua.

a. Anak sah yang orang tuanya telah be}-cerai.

b. Anak yang lahir di luar perkawinan. (natuurlijk kind).”

2. Asas-asas perwalian

a. Asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid)

Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja (Pasal 331
BW), asas ini memiliki pengecualian dalam dua hal, yaitu:

1) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang terlama
jika ia kawin lagi, maka suaminya menjadi wali peserta.

2) Jika dirasa perlu, dilakukan penunjukkan seorang pelaksana
pengurusan yang mengurus harta kekayaan anak di luar
Indonesia.

b. Asas kesepakatan dari keluarga
Pasal 359 BW menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk

seorang wali bagi semua anak yang tidak berada di bawah kekuasaan

orang tuanya. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar

* Ibid,
S Subekti, Pokok Hukum Perdata..., hal. 53.
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pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.
Ketentuan ini memiliki makna, baﬁwa kelvarga harus diminta
kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak
diperlukan kesepakatan.®

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja.
Kecuali, apabila seorang ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya
menjadi wali peserta.’

3. Orang yang berhak menjadi wali

Undang-undang di Indonesia mengenal ada 3 macam perwalian, yaitu:

a. Perwalian menurut undang-undang (wettelijke vogdiy), yaitu perwalian
dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal
dunia terlebih dahulu (Pasal 345-354 KUHPerdata).

b. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal dunia
(testtameniaire vogdif), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat
wasiat (festament) oleh salah seorang orang tuanya.

¢. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (datieve vogdiy).

1) Perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang
meninggal dunia lebih dahulu

Pasal 354 KUHPerdata menentukan bahwa orang tua yang hidup terlama

dengan sendinnya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian
bagi suami isteri yang hidup terpisah karena perkawinan bubar oleh perceraian

atau pisah meja atau tempat tidur. Jadi, apabila ayah menjadi wali setelah

& Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam..., hal. 88.
7 Subekti, Pokok Hukum Perdata..., hal. 53.
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perceraian, dan kemudian ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya ibu
menjadi waii atas anak tersebut. |

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh
orang tua (suami-isteri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu:

a) Curator. Yaitu apabila ayah meninggal dumia saat itu ibu dalam
keadaan mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi
pengampu (curalor) atas anak yang berada dalam kandungan dengan
cara-cara yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali. Jika anak
itu lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta
Peninggalan sebagai pihak pengampu akan menjadi pengampu
pengawas.

b) Perkawinan Baru. Yaitu jika ibu selaku wali kawin lagi, maka suami
yang tidak dikecualikan (dipecat) sebagai wali dengan sendirinya
menjadi wali peserta. Suami bersama-sama isterinya, yang berperan
sebagai wali ibu, harus bertanggung jawab secara tanggung-renteng
terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan
berlangsung.

Perwalian peserta suami-isteri akan dihapus dalam kasus-kasus antara
lain: (1) perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat perpisahan
kebersamaan atau persatuan harta perkawinan; (2) jika suami dipecat sebagai
wali peserta; (3) jika peran wali ibu berhenti.

2) Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testamenr) atau

akte khusus
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Pasal 355 Ayat (1) BW menentukan bahwa masing-masing orang tua
yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalanjakn perwalian atas seorang
anak atau lebih. berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah
ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik
dengan sendirinya atau dengan putusan hakim. Ketentuan ini mengandung
makna, bahwa masing-masing orang tua yang menjadi wali atau memegang
kekuasaan orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang
masih terbuka.

Dengan pengangkatan seorang wali mengakibatkan orang tua yang
mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan
orang tua pada saat ia meninggal.

3) Perwalian yang Ditentukan oleh Hakim
Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena: (1) perkawinan orang tua

putus baik disebabkan salah satu meninggal dunia, perceraian atau putusan

pengadilan; dan (2) kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan. Oleh karena
itu menurut Pasal 359 BW menyatakan bahwa pengadilan dapat menunjuk
seorang wali bagi semua anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang

harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.®

Menurut ketentuan dalam Pasal 365 BW bahwa, jika hakim harus

menetapkan seorang wali, maka ia juga dapat menetapkan sebagai wali, suaty

8 Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam. ... hal. 89-91,
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perkumpulan yang berbadan hukum, suatu yayasan atau lembaga yang bertujuan
memelihara anak-anak belum dewasa.’

Di dalam Pasal 51 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ditambahkan
tentang tata cara penunjukkan wali, yaitu dengan cara ditunjuk secara lisan,
artinya wali dapat ditunjuk dengan lisan oleh orang tua yang saat it
menjalankan kekuasaan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.'®

Adapun orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu
adalah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang berada
di bawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua,
jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan
tersebut. Lain dari itu, kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan juga
tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri."!

4. Kewajiban Wali

Kewajian dan tugas wali tersebut terhadap anak antara lam: (1)
mengurus anak dan harta bendanya secara baik, dengan menghormati agama dan
kepercayaan si anak (Pasal 51 Ayat (3) UU Perkawinan); (2) membuat daftar
harta kekayaan dan mencatatnya (Pasal 54 Ayat (4) UU Perkawinan); (3)
bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul
karena kelalaian kesalahannya (Pasal 54 Ayat (5) UU Perkawinan); dan (4
memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahannya dan

kelalaiannya (Pasal 54 UUP) sedangkan wali pengawas memiliki kewajiban

9 Ali Afandi, Hukum Waris..., hal. 157.
' Darwan prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). hal. 92
' Qubekti, Pokok Hukum Perdata..., hal. 54.



antara lain; (1) mengadakan pengawasan terus terhadap wali; (2) menyatakan

pendapatnya terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas
perintah hakim atau dengan persetujuan hakim; (3) bertindak bersama-sama
dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu; (4) bertindak jika
ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan anak; dan (5) bertindak
jika wali tidak hadir atau perwalian itu terluang. Wali pengawas di Indonesia
dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan (weeskamer)."2
5. Berakhirnya Masa Perwalian

Berakhirnya masa perwalian dapat ditinjau dari dua seg, yaitu:

a. Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang di
bawah perwalian itu telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya
kembali kekuasaan orang tua; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.

b. Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena:
(1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan
(3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian. Sedangkan
syarat utama untuk dipecat sebagai wali, ialah karena disandarkan ada

. . .13
kepentingan si anak sendiri,

(2 Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam..., hal. 91,

'} Ibid., hal. 92.
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Pemecatan ini bisa terjadi jika wali berkelakuan jelek, tidak cakap,
menyalahgunékan kekuasaannya, jika ia pailil,jika 1a berperkara dengan si anak,
jika dihukum karena suatu kejahatan terhadap si anak dan sebagainya.'*

B. Tinjauan Umum Tentang Anak di Indonesia
1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai
“keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”,'? sedangkan apabila
dilihat dari segi hukum, dapat kita temui pengertian anak dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan anak,

diantaranya adalah:
a. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah: “Seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”,
b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, bahwa anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”. 16

2. Macam-Macam Anak
Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan
Anak memberikan beberapa definisi anak berdasarkan keadaan/statusnya di

dalam keluarga dan/atau masyarakat. v

¥ Ali Afandi, Hukum Waris..., hal. 160.

' Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal.
4].

6 UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 23 Tahun 2002. (online), (www.depsos.go.id/, download
14 November 2011).
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Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada

lagi ayah dan ibu kandungnya.

. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak

dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani

maupun sosial dengan wajar.

. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang

menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma

masyarakal.

. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau

jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak yang karena
suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga
kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara
rohani, jasmani maupun sosial.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan, dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

7 Ibid.,




45

g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga,
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak
mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap
anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tingg dan setiap anak
yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu
nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak
sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak hingga yang terakhir yaitu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.'® Kedua
Undang-undang tersebut merumuskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
setiap anak di Indonesia, sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai jaminan

hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan

menjadi:

8 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakii
2009), hal. 1. ’
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a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)
Hak kelangsungan hidup berupa hak an;'ik-anak untuk melestarikan
dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar
kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya,
negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup,
dan perkembangan anak. Disamping itu, negara berkewajiban untuk
menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan

melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya

perawatan kesehatan primer.

b. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak
kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai
keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari
diskriminasi. termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk
memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak

anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam

kehidupan masyarakat negara.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (Development Rights)
Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik
formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan

sosial anak.
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d. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untt;k menyatakan pendapat dalam
segala hal yang mempengaruhi anak.'”’

Selain hak-hak tersebut di atas, anak juga berkewajiban untuk
menghormati orang tua, wali. dan guru, mencintai keluarga, masyartakat, dan
menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunatkan ibadah
sesuai dengan ajaran agamanya;serta melaksanakan etika dan akhlak yang
mulia.?®
Masalah Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Anak Sah

Anak merupakan salah satu orang yang paling dinantikan kehadirannya
dalam sebuah keluarga, anak diharapkan mampu meneruskan generasi dari
keturunan ayah dan ibunya. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga secara
otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban yang baru serta memberikan

kedudukan tersendiri bagi si anak.

Permasalahan anak pada dasarnya merupakan permasalahan internal
keluarga yang bersangkutan, akan tetapi peran negara untuk menjaga ketertiban
warganya akan berdampak pada kondisi sosial secara menyeluruh menjadikan
permasalahan anak tersebut sebagai kepentingan umum/publik yang harus diatur
dan ditertibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh

warga negara, ltulah sebabnya, bahwa orang melihat ada banyak segi publik di

dalam ketentuan tentang perkawinan (hukum keluarga). Ini semua pada

¥ ibid., hal. 21-23.
2 | jhat Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2003 pasal 19,
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gilirannya akan tampak sekali konsekuensinya pada permasalahan tentang anak
sah dan anak t.idak sah (luar kawin).”'

Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan berlaku prinsip
bahwa: “Keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah”.
Bahwa yang dimaksud keturunan adalah hubungan antara orang yang satu
dengan orang tua atau leluhurnya ke atas.”

Dalam KUHPerdata Pasal 250 disebutkan dengan mengatakan bahwa:

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan,

memperoleh si suami sebagai bapaknya.””

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah."

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai
perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan

secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerat mati maupun cerai

hidup.”

2 ) Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undung, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1.

* ihid., hat 4.
% g Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, {Jakarta: Pradnya

Paramita, 2008), hal. 62.

M pacal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang

Undang RI Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawianan, (Trinity, 2007), hal. 100.

% 1 Satrio, Hukum Keluarga....ibid,. hal 19.
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Kata “ditumbuhkan™ merupakan terjemahan dari kata verweks yang bisa
juga diberikan arti “dibenihkan”. Kata suami dalam rangkaian kata-kata
“memperolch si suami sebagai ayahnya”, maksudnya adalah suvami dari
perempuan yang melahirkan anak tersebut. 2

Di sini terdapat dua ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang
untuk menetapkan siapa ayah seorang anak. kalau anak itu Iahir di dalam suatu
keluarga yang orang tuanya menikah secara sah. Perrama, “anak itu dilahirkan
sepanjang perkawinan orang tuanya”. Di sini tidak dipermasalahkan sejak kapan
dibenihkan atau dikandung. Dengan itu dapat dikatakan, bahwa pada asasnya
untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KUHPerdata tidak menjadi
masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah ia dibenihkan
sebelum atau dalam masa perkawinan. Kedua, “anak yang dilahirkan itu

ditumbuhkan/dibenihkan sepanjang pekawinan”, termasuk kalau anak tersebut

. . . 27
lahir sesudah perkawinan 1tu putus.

Kedua syarat tersebut diatas dihubungkan oleh svatu kata penghubung

“atau”?® yang bukan merupakan syarat kumulatif. melainkan alternatif.
Dipenuhinya salah satu syarat tersebut saja sudah cukup. Jadi, dapat dikatakan,

bahwa pada prinsipnya anak yang kelahirannya memenuhi salah satu dari kedua

syarat tersebut di atas adalah anak dari suami si perempuan yang melahirkan.?’

% thid..

7 fbid..
* | jhat pasal 250 KUHPerdata ‘fTiap~tiap aﬂak yang dilahirkan atau ditumbuhkan s epanjang
perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. _

™ ) Satrio, Hukum Keluarga.... hal. 18-20
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Seorang anak sah (weftig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari
perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepa;tian seorang anak adalah
sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan hal
itu, oleh undang-undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama
yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari.
Seorang anak yang fahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan,
adalah anak yang tidak sah. Jika seorang anak dilahirkan sebelum 180 hari
setelah pernikahan orang tuanya,maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak
itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya sudah mengandung
sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat

kelahiran dan surat kelahiran tersebut turut ditanda tangani olehnya.*®

2. Pengakuan Anak

Pembahasan mengenai pengakuan anak terdapat KUHPerdata Bab 12
Bagian ke-tiga tentang pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan yang
diatur dalam ketentuan KUHPerdata adalah tentang pengakuan terhadap anak-
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, namun tidak menutup
kemungkinan bahwa pengakuan tersebut juga dipakai terhadap anak sah yang
karena suatu sebab terpisah dari kedua orang tuanya sehingga untuk menguatkan

keyakinannya diperlukan adanya pengakuan.

3 Subekti, Pokok Hukum Perdata..., hal. 49.
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Pengakuan anak yang terdapat dalam KUHPerdata memilki dua sifat,
yaitu pengakuan yang bersifat deklaratif dan .pengakuan vang bersifat
konstitutif.”'

a. Pengakuan bersifat deklaratif

Pengakuan deklaratif merupakan pengakuvan yang hanya sebagai
sarana bukti belaka untuk mengakui bahwa anak yang bersangkutan
adalah benar-benar anaknya.

Jika pengakuan diterima sebagai alat bukti saja, hubungan
kekeluargaan sebenarnya sudah ada, sehingga adanya hubungan itu
tidak bergantung dari adanya pengakuan tetapi dari kenyataan bahwa
sebelumnya anak tersebut adalah benar-benar anak orang yang
mengakui. Pengakuan ini membawa beberapa konsckuensi logis
dalam hubungannya dengan kebenaran pengakuan tersebut. Pertama,
seseorang tidak bisa mengakui anak yang lebih tua darinya. Kedua,
karena pengakuan hanya bersifat sebagai alat bukti saja unuk sesuatu
yang sebenarmya sudah ada, maka pengakuan berlaku mundur sampai
saat anak tersebut dilahirkan. Ketiga, apabila pengakuan tersebut

bertentangan dengan kenyataan sebenarnya padahal pengakuan
tersebut telah dicantumkan dalam suatu akta otentik, maka pengakuan
3

tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat.

b. Pengakuan bersifat konstitutif

*t 1. Satrio, Hukum Kefuarga... hal. 132
2 Ibid., hal 134.
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Pengakuan konstitutif merupakan pengakuan yang tergolong sebagai
tindal-;aJ] hukum. Seseorang (ayah/ibu) yang mengakui seorang anak
maka dengan pengakuan tersebut baru tercipta hubungan kekeluargaan
antara yang mengakui dengan anak yang diakui.

Sebagai dasar pengakuan tersebut adalah pasal 280 KUHPerdata yang
mengatakan, bahwa dengan tindakan pengakuan itu timbullah
hubungan hukum diantara keduanya. Pengakuan ini dapat
dipermasalahkan karena seseorang boleh menyelidiki siapa ayah/ibu
biologis seorang anak, sehingga apabila terbukti maka pengakuan
tersebut dapat dibatalkan. Konsekuensi dari dari pengakuan ini adalah
hubungan kekeluargaan antara anak yang diakui dengan orang yang
mengakui baru muncul setelah tindakan pengakuan itu, sehingga

akibat hukumnya tidak harus berlaku mundur sampai sejak anak itu

dilahirkan.*?

Dalam perkembangannya di negeri Belanda (asal dari KUHPerdata)
bahwa pengakuan dapat didasarkan kepada fiksi (dugaan) bahwa laki-laki
tertentu adalah ayah dari anak bersangkutan. Sekalipun hanya berdasarkan fiksi,
hal ini dapat dibenarkan oleh tertib hukum dengan alasan-alasan: Pertama, demj
kepentingan ibu dan anak. Kedua, moralitas masyarakat sama sekali tidak
mendapat manfaat apa-apa apabila masalah keturunan diselidiki secara

mendalam. Hanya kalau apabila terdapat pihak yang dirugikan dengan fiksi

33 thid., hal. 135.
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tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mempermasalahkan pengakuan yang
telah diberikan. **
3. Anak Terlantar

Keberadaan anak terlantar merupakan salah satu permasalahan sosial
yang banyak ditemui di kota-kota besar seperti Jakarta. Menteri Sosial Salim
Segaf al-Jufri mengatakan, jumlah anak telantar di seluruh Indonesia mencapai
sekitar 4,5 juta anak yang tersebar di berbagai daerah, Anak terlantar, ujar
menteri, disebabkan eksploitasi terhadap anak tersebut oleh orang tuanya untuk
menjadi anak-anak jalanan, anak tidak tumbuh kembang dengan sehat, oleh
sebab itu diperlukan pekerja sosial, relawan, dan kerja sama masyarakat untuk
menyelamatkan anak Indonesia.””

Setiap anak pasti memerlukan perhatian dan pemeliharaan dari orang
tuanya. Akan tetapi, yang terjadi pada anak-anak terlantar adalah mereka harus
mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak ada pihak yang bertanggung
jawab terhadap pemeliharaan terhadapnya serta pthak yang dapat mewakilinya
ketika anak tersebut tersangkut permasalahan hukum.

Pemerintah sebagai penguasa {wali) bagi setiap warganya telah mengatur
permasalahan anak terlantar tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara olch negara”. Bunyi pasal tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam

berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti UU No 4 Tahun

M Ibid., hal 136.
35 i i j i -
Jumiah anak terlantar Indonesia masih 4 juta lebih, Redaktur: Ajen Ritzki Pi .
(online), (http://www.republika.co.id/. download 8 April 2012), 160 itz Pieakasari
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1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia, dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perli'ndungan Anak.

UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengartikan anak
terlantar sebagai: “Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik
secara rohani, jasmani maupun sosial.” Berbeda susunan kalimatnya dengan
pengertian dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak
terlantar diartikan sebagai: “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Orang tua yang seharusnya menjadi wali bagi anak-anaknya terkadang
tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai wali dikarenakan berbagai sebab,
keadaan tersebut menyebabkan anak menjadi terfantar. Maka menurut ketentuan
Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap
melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal dan
keberadaannya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat
ditunjuk sebagai wali dari anak terlantar bersangkutan. Perwalian yang beralih
dari orang tua asal kepada wali yang lain dilakukan berdasarkan penetapan
pengadilan (ayat (2)). Wali yang ditunjuk harus memiliki agama yang sama
dengan anak tersebut (ayat 3.

Wali yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan berkewajiban
memelihara dan mewakilinya dalam setiap perbuatan hukum anak tersebut

sebagaimana orang tuanya, kecuali terhadap masalah-masalah yang diatur secara



khusus dalam peraturan-peraturan lainnya, seperti hak perwalian dalam
perkawinan apabiia anak tersebut perempuan. |

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak selanjutnya
mengatur terhadap anak-anak terlantar yang orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka kuasa asuh yang dimiliki orang tuanya tersebut dapat
dilakukan pencabutan melalui penetapan dari pengadilan. Selanjutnya pasal 31
ayat (3), pengadilan dapat menunjuk perseorangan atau lembaga
pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan. Pasal
32 berikutnya menyatakan bahwa penetapan pengadilan yang dimaksud dalam
pasal 31 ayat (3) tersebut sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan;

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua

kandungnya;

b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup

anaknya; dan

c. Batas waktu pencabutan.

Pengasuhan terhadap anak terlantar dapat pula dilakukan tanpa adanya
penetapan oleh pengadilan terlebih dahulu dengan menempatkannya dalam
wilayah asuban lembaga yang berwenang untuk itw. Pasal 37 ayat (1) UU
Perlindungan Anak menyebutkan: “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak
yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Kemudian dalam ayat (2):
“Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.” Lembaga yang melakukan
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pengasuhan anak harus memiliki landasan agama yang sama dengan anak
tersebut atau jika séandainya lembaga tersebut tidak berlandaskan agama, maka
pengasuhan harus memperhatikan agama anak yang bersangkutan (ayat (2) dan
(3)). Selanjutnya tentang siapa yang dapat melakukan pengasuhan tersebut ayat
(4) menyebutkan bahwa pengasuhan dilakukan oleh Panti Sosial baik di dalam
maupun di luar panti. Bagi seseorang yang ingin terlibat dalam pengasuhan
dapat berpartisipasi melalui lembaga-lembaga sosial tersebut (ayat (5)).

Apabila Anak terlantar yang kemudian ditemukan dan dipelihara oleh
seseorang dengan cara pengangkatan anak maka hak perwalian anak terlantar
tersebut menurut hukum di Indonesia dapat diperoleh dengan cara mengajukan
permohonan pengangkatan anak bersama dengan hak perwaliannya melalui
lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuaj
dengan proses hukum acara yang ada di pengadilan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah
membawa perubzhan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah
satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan
baru Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49
Huruf (a) angka (20).”

Pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak sama dengan

Pengangkatan Anak di Peradilan Umum yang dikenal dengan Adopsi (lnggris)”

36 Musthafa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, {Jakarta: Kencana, 2008)

hal. vit.
7 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 18.



57

atau Tabanny (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan
sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
Tetapi pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih kepada mengambil anak
orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang
tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai anak sendiri.**

Berikut ini dikemukakan pengertian tentang beberapa hal penting seputar

pengangkatan anak;

a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan
seorang anak dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah,
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkat.

b. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat,
mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan adat kebiasaan.

c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.®”

1) Bentuk-Bentuk Permohonan Pengangkatan Anak

% A Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Istam, lilid [, { lakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve
1996 ), him. 29-30 )

19 1 i i
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelak

) ) sanag
Pengangkatan Anak, Pasal 1, {online), (hty //www.mahkamahagung. po.id, download lEiif\Pril 2012). "
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a) Permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara
Indonesia (/nter State). |

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat,
yang dilakukan menurut dan berdasarkan adat yang
berlaku di beberapa daerah di tanah air,

(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan ini dapat berupa:

{a) Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung
antar orang tua kandung dengan orang tua angkat
(private adoption), dan

(b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang
tua angkat melalui lembaga pengasuhan anak.

(c) Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua
asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang
ditemukan karena dibuang orang tuanya (anak
terlantar).‘m

Pengangkatan anak tersebut dapat pula dilakukan oleh seseorang yang
tidak terikat dalam perkawinan atau orang tua angkat tunggal (single paren
adoption).

b) Permohonan pengangkatan anak warga negara asing oleh

warga negara Indonesia atau anak warga negara indonesia oleh

0 Musthafa, Pengangkatan Anak..., hal. 43.
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warga negara asing (infer country adoption). pengangkatan
anak warga negara Indonesia oleh wa;ga negara asing harus
merupakan u/timum remedium atau sebagai upaya terakhir.*’
2) Proses pengangkatan anak
a} Permohonan Pengangkatan Anak
(1) Syarat Permohonan
(a) Syarat formil permohonan

> Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau
lisan.

> Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani
sendiri oleh pemohon atau oleh kuasanya.

> Permohonan harus dibubuhi materai yang
cukup.

» Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak
yang akan diangkat.*?

(b) Syarat materi} permohonan
# Posita harus menjelaskan motivasi

pengangkatan anak.

' pengangkatan Anak di Pengadilan'Agama, oleh Drs. H. Abdul Hadi, M.HY, (online),
{hitp://www.pa-magelang.2o.id, download 8 april 2012).

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA RI No. 2 tahun 1979, tentang Pengangkatan

Anak, {online), (h -/}www.mahkamahagung, o.id, download 9 April 2012).
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» Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa
pengangkatan anak  dilakukan untuk
kepentingan calon anak angkat.

» Petitum harus bersifat tunggal yang hanya
meminta: ‘“Agar pengangkatan anak vyang
dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang
bernama B dinyatakan sah.”

3) Syarat-syarat Pengangkatan Anak
a) Syarat Calon Anak Angkat (CAA)
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
(2) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan
(3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan
khusus.*

Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan
prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di
bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak
berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasj

darurat, dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18

43 poraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : Persyaratan Pengangkatan
Anak, tanggal 19 Oktober 2009, pasal 4, (online), { http://www.depsos. 0.id/, download 9 April 2012).
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tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan
khusus.*
b) Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)
Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
(1) Sehat jasmani dan rohani.
(2) Berumur paling rendah 30 (tiga pulub) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
(4) Berkelakuan baik.
(5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima)
tahun.
(6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
(7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki
satu orang anak.
(8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
(9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang
tua atau wali anak:
(10) Akta Kelahiran CAA.
(11} Surat penyerahan anak dari ibu kandung / walj kepada
COTA. Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga

Pengasuhan anak, diperlukan:

“ pasal 4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : Persyaratan
Penganghkatan Anak, Ibid.,
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(a) Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA
kepada Rumah Sakit/Instansi Soéial.

(b) Surat penyerahan anak dar Instansi Sosial kepada
Lembaga Pengasuhan Anak.

(c) Surat Keputusan kuasa asuh anak anak - dari
Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

(d) Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang
dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga
Pengasuhan Anak.

(12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkayan
anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak,
kesejahteraan dan perlindungan anak.

(13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai
cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat
dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA
telah memiliki anak kandung.

(14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai
cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada
anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua
kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.

(15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat
Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak

hingga berada dalam asuhannya.
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(16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas
bermaterai cukup bahwa selur;uh dokumen yang
diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenamnya.

(17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6
(enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.

(18) Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan
Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan
Pengangkatan Anak (Tim PIPA), dan

(19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial
Propinsi."s

4) Prinsip Pengangkatan Anak

a) Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula
{abanni (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk
dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama
dengan anak kandung.

b) Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong
untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan
bagi anak-anak yang lahir dan berada dalam kondist yang
kurang beruntung, sesuai dengan firman Allah:

%  Surat al-Maidah ayat 2
a = - e
38005 A1 Je 1451553
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.

35 pacal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 11O/HUK/2009, 75
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»- Surat al Insan ayat 8

ol Lt Uit cac> B pUlali 5525005

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada
orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.’

¢) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi

anak dalam rangka mewujudkan kescjahteraan anak dan

perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat

. kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang
dianut oleh calon anak angkat

e) Pengkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah
antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

f) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak
saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan
keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah
Sebanyak-bannyaknya 1/3 dari harta wanisan anak angkatnnya,
demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima

wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari

46
warisan orang tua angkatnya.

% Andi Syamsu Alam, dan ‘M. Fauzan, Hukum Penganghatan Anak Perpektif Islam, Jakarta -

Pena th.2008, him. 26
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g) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap
orang asing dan tetap harus menjaga mahram-nya, sehingga
mereka tidak boleh ber-khalhwat, baik antara ibu/bapak angkat

dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan

saudara angkatnya.‘”
5) Pemeriksaan di Persidangan (Apa yang harus diperiksa)

Dalam persidangan perlu diperiksa, diteliti dan didengar keterangannya

antara lain:**
a) Hal-hal yang harus diperiksa

(1) Kebenaran dari motif yang menjadi latar belakang
permohon Pemohon, sehingga kepentingan calon anak
angkat nampak lebih utama dari pada kepentingan
orang tua kandung atau kepentingan Calon Orang Tua
Angkat (COTA).

(2) Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan,
ketulusan, kerelaan dan kesadaran pihak orang tua
kandung anak dan pihak calon orang tua angkat akan
akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan
mengangkat anak tersebut.

(3) Kemampuan ckonomi, keadaan rumah tangga

(kerukunan dan keserasian kehidupan keluarga ) dan

-

7 Jbid., hal 45
28 Republik Indonesia, SEMA RI, No. 02
Mahkamah Agung Rep » No. 02 Tahun 1979 dan SEM
1083 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 02 Tahun 1979 tentang Penganghatan 2’2;:

No.6 Tahun . )
{online), {htt :waw.mahkamaha une.go.id/, download 8 April 2012).
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cara-cara pendidikan yang dianut oleh calon orang tua

angkat.

b) Hal-hal yang perlu diteliti

(H

(2)

(3)

C)

Akte Kelahiran baik akte kelahiran CAA maupun akte
kelahiran COTA.

Surat Keterangan identitas orang tua kandung dan
COTA, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah
serta Akia Pendirian dan izin operasi lembaga anak
asuh.

Surat-surat Keterangan, seperti Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan
Kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang tentang COTA.

Surat-surat, baik surat yang dikeluarkan oleh pejabat,
seperti Surat Izin Pengangkatan Anak oleh Instansi
Sosial, maupun surat-surat pernyataan yang dibuat oieh

COTA, serta surat-surat yang bersifat korespondensi

lainnya.

o) Pihak-pihak yang perlu di dengar keterangannya

(1

Calon Orang Tua Angkat (COTA), termasuk keluarga
dekatnya, seperti anak-anaknya yang sudah dapat
dimintai tanggapannya, atau pihak lain yang patut

dimintal tanggapan dan keterangannya tentang COTA
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ygng akan mengangkat anak tersebut seperti tokoh adat,
ketua RT dan lain sebagainya. |

(2) Orang tua kandung atau Lembaga Asuh Anak yang
akan melepaskan calon anak angkat dan badan-badan
sosial yang punya kepedulian terhadap hak-hak anak.

(3) Calon anak angkat apabila 1a sudah dapat
menyampaikan pendapatnya.

(4) Saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial dan
perlindungan anak.

(5) Pihak Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan dan atau Kodim,

apabila pengangkatan anak tersebut bersifat /nter
Couniry Adoption.
6) Putusan

a) Produk Pengadilan

Produk pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak ada
dua bentuk:
(1 PENETAPAN: Apabila permohonan pengangkatan anak
antara Warga Negara Indonesia (Infer State).

(2) PUTUSAN: Apabita  permohonan  pengangkatan
diajukan oleh WNI terhadap anak WNA atau oleh WNA

terhadap anak WNI (Inter Country Adoption).

a) Isi Putusan




(D

JIWWW. a-mna e]an

Pada bagian duduk perkara secara lengkap dimuat

i)okok—pokok yang terungkap selama pemeriksaan

dalam persidangan.

Pada  bagian pertimbangan  hukum harus

dipertimbangkan tentang:

(a) Motif yang mendasari orang tua kandung
melepaskan anaknya dan motif calon orang tua
angkat ingin mengangkat anak.

(b) Keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, dan
cara-cara’konsep pendidikan calon orang tua
angkat.

(c) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua
kandung akan akibat-akibat hukum setelah
melepaskan anaknya.

(d) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua
angkat akan akibat-akibat hukum setelah
pengangkatan anak.

(e) Kesan-kesan yang diperoleh pengadilan/majlis
hakim tentang kemungkinan masa depan calon
anak angkat.

(f) Pertimbang tentang hukum apa yang akan

diterapkan. ”

/_ ]
® M ibid., didownload 8 april 2012
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b) Diktum Putusan
(1) Apabila pengangkatan anak antar WNI (Inter State),
diktum berbentuk:
Menetapkan
1. Menyatakan sah pengangkatan anak vang dilakukan oleh
pemohon bernama.....bin/binti.....alamat.....terhadap anak
bernama.....bin/binti.....umur.....

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini

(2) Apabila pengangkatan anak WNA oleh orang tua
angkat WNI1 (Inter Country Adption)  diktum

berbentuk:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama.....lahir pada

tanggal.....di.. _..sebagai anak angkat dari.....alamat.....

9. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp....--

3) Apabila pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat
WNA (/nter Country Adption) diktum berbentuk:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bemama....lahir pada

di.....sebagai anak angkat

. __alamat.....warga negara.....
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2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp.....*"

¢} Penyampaian Salinan Putusan

Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap

putusanfatau  penetapan pengangkatan anak salinannya dikirim kapada
Mahkamah Agung cq Panitera Mahkamah Agung. selain itu disampaikan juga

kepada Kementerian Sosial c/q Instansi Sosial untuk data dan catatan sosial
Kementerian Dalam Negeri ¢/d Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk

data dan catatan kependudukan, dan memberi catatan pinggir pada akte

kelahiran bahwa anak tersebut telah dijadikan anak angkat oleh orang tua

angkatnya. Putusan pengangkatan anak Inter Country Adoption disampaikan

juga kepada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia cq. Dirjen Imigrasi,

Depatemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian,

untuk pengawasan keimigrasian dan kewarganegaraan.®'

7) Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat

dalam register pencatatan sipil. Pencatatan pengangkatan anak diatur dalam

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

K ependudukan. Pengaturan ini terdapat pada bagian kedelapan, yaitu mengenai

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak.

-
50 Ihid.,

5| pMahkamah Agung
No.6 Tahun 1983 tentang Penyempi

ihid.,

Republik [ndonesia, SEMA RI, No. 02 Tahun 1979 ¢
maan SEMA RI No. 02 Tahun 1979 tentang P"”gﬂigkifar:fﬁnifl;

4__—
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Pencatatan pengangkatan anak ini menjadi sangat penting dalam
kaitannya mengenai status anak tersebut terhadap orang tua .angkatnya. Anak
yang diambil untuk dijadikan anak angkat dapat berasal dari:

a) Calon anak angkat berasal dari orang tua asal.

b) Calon anak angkat berasal dari organisasi sosial.

c) Calon anak angkat tidak diketahui asal-usulnya, misainya anak
yang ditemukan terbuang di jalan.

Orang yang menemukan anak terlantar dan menginginkannya sebagai

anak angkat dapat memintakan penetapan dari Pengadilan Agama selanjutnya

dilakukan pencatan sebagaimana penetapan dari pengadilan tersebut. Beberapa

hal yang perlu diperhatikan adalah:

a) Orang tua angkat sebagai pemohon dalam penetapan pengangkatan

anak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

b) Tenggang waktu pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
c) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register

Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Adapun maksud

catatan pinggir adalah mengenai perubahan status atas terjadinya

peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada

baglan pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (i

o



halaman/bagi
aglz?n muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan

Sipil.”2

8) Pembatalan atau Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Angk
ngkat

Dalam praktik, kemungkinan terjadi orang tua angkat yang diharapk
tharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anak angkatnya te
- . myata yang
terjadi sebaliknya. Ketika ternyata orang tua angkat mengalami *
1 “error” —bisa
berupa akhlak yang tidak baik, terken
" a hukuman pidana dan i
sebagainya- atau

alasan misalnya anak terlantar yang diangkat tersebut ditemukan dan diamb
1ambil

kembali oleh orang tua kandungnya, dapatkah diajukan pembatal
an atau

pencabutan kekuasaan orang tua angkat?

Keadaan yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak k
angkat
seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan oleh pihak yang berkepenti
pentingan
melalui pengadilan demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Sedangk
. Sedangkan

dalam perundang-undangan masih belum ditemukan kejelasan p
engaturan

mengenai hal jtu.”

Peraturan perundang-undangan  yang dapat  dijadikan  seb
ebagai

pertimbangan dalam menentukan status pembatalan atau pencabutan kek
uasaan

orang tua angkat adalah pasal 62 RUU Perkawinan, maka ketenty
an pasal

mengenai pengangkatan anak tersebut memberi peluan
g untuk mencai
gajukan
permohonan pencabutan pengangkatan anak demi kepentingan terbaijk
rbaik anak.

Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 {du
a) tahun dan se]
ambat-

lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (d
clapan belas)
tahun.

Anak.... hal. 157,

*2 Musthafa, Pengangkatart
ibid . hal. 137.

* Musthofa, Penganghkatan..
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Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi memiliki
kedudukan hukum sebagai anak angkat dari suami dan isteri yang
mengangkatnya. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan tersebut
hidup kembali karena pencabutan. Pihak yang dapat melakukan pencabutan
tidak hanya anak angkat yang harus menunggu setelah ia dewasa, tetapi juga ada

peluang bagi orang tua asal atau kerabat anak tersebut. **

-

5 1bid., hal. 139




1989), hal.746.
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BAB 1V

ANALISIS TERHADAP PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Perwalian merupakan salah satu fokus bahasan penting dalam suatu
sistem hukum, perwalian menjadi penting untuk diatur dan diberlakukan karena

berkaitan dengan masalah penguasaan terhadap diri dan harta seseorang (subjek

dan objek hukum).

Hukum [slam memberikan pengertian perwalian yaitu “pengaturan orang

dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya.”"

Dan perwalian (Voogdij) dalam pengertian hukum positif adalah: “pengawasan

terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-

undrc!.nlg,.”2
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian

adalah suatu bentuk perlindungan atas dasar tanggung jawab untuk memberikan

pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan

hukum, batk yang berhubungan dengan harta maupun dirinya.

Perwalian dilakukan salah satunya adalah terbadap anak-anak terlantar

¢ dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta

(laqiy) yan
memerlukan pendamping selama proses pendewasaannya. Secara bahasa lagir

! wahbah al-Zubaill al-Figh al-Islami wa Adillatuhn, §il. V11, (Damaskus: Dar al-Fikr

Kok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 52

2 g bekti, , Pokok-FO
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”3

dapat diartikan sebagai “anak pungut (semula terlantar)”™ atau “sesuatu yan
, g

. w4 ’
tergeletak di atas tanah”, sedangkan menurut istilah adalah “Anak kecil yang

belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang biasan
ya

tergeletak di atas tanah yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluargan
va
karepa takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena al
> asan

lainnya.” Sementara itu, secara terpisah pengertian anak terlantar dalam Und
ang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai:

“Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental

spiritual, maupun sosial.”

[stilah lagit dalam pengertian hukum Islam maupun istilah anak terlantar

datam pengertian hukum positif di Indonesia mengandung satu kesamaan yan
g

meliputi:

1. Asal-usul anak. Lagit atau anak terlantar dapat diketahui/tidak diketahui

siapa orang tua dan dimana tempat tinggalnya.

2. Keadaan anak. Laqi atau anak terlantar dalam keadaan lepas dari

kekuasaan orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadapnya

Biasanya ditemukan dalam keadaan terlantar di jalanan atau ditemukan di

depan rumah orang lain atau tempat lembaga/yayasan sosial agar
ditemukan dan dipelihara.

Sescorang Yyang menemukan anak terlantar (lagif) dan berkeinginan

untuk memelihara dan menjadi wali baginya, maka ia dapat mengajukan

permohonannya kepada gadi atau pengadilan dengan prosedur permohonan

wwit, al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesi
. juz. V. hal. 764. onesiu, tt, hal. 1374,

on Muna
haili, al-Fidh-

3 Ahmad Wars
1 Wahbah al-Zu
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penetapan wali dan/atau permohonan pengangkatan anak. Kejelasan tentang

status perwalian terhadap anak terlantar (/agf) ini menjadi penting karena

berkaitan dengan tanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan si

anak.

Setidaknya terdapat dua unsur pokok dalam masalah perwalian terhadap
anak terlantar (fagif), yaitu siapa yang berhak menjadi wali, dan tujuan
perwaliannya. Berikut ini akan dijelaskan kedua unsur tersebut dalam pandangan

hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

A. Menurut Hukum Islam

1. Orang yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (LagTy)

Mengenai anak terlantar (lagit) dan siapa yang berhak mengurusnya

Imam al-Syarakhst berpendapat, bahwa orang yang menemukan dan
memungutnya (al-Multaqil) lebih berhak terhadap lagit, sehingga jika mau

maka ia bisa berderma untuk merawat dan membiayai hidupnya. Atau bisa juga

ia melaporkannya kepada hakim, untuk selanjutnya hakim akan menunjuk

seseorang untuk merawat dan mengasuh /aqi dan biayanya dibebankan kepada

Baitul Mal (kas negara).”

{bn Qudamah berpendapat, bahwa jika penemu lagqit bisa dipercaya

qgil Jitetapkan di tangannya. Di samping itu penemu febih dahulu

ia lebih berhak terhadapnya, sabda Nabi SAW:

maka la

mendapatkannya, jadi d
s o] g plmae A G e W Gy

-
ad ibn Ahmad al-Syarakhst, al-Mabsiith, juz.10. (Beirut: Dar al-Kutub
: -Kutu

_
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Artinya: Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang muslim trdak
dahulu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.®

Kebolehan si penemu lugif untuk menjadi wali baginya adalah demi

kepentingan untuk menyelamatkan hidup si lugit. Lagit dianggap sebagai orang
yang memerlukan bantuan sehingga apabila ada seseorang yang hendak

menolongnya maka anak tersebut diserahkan kepada si penolongnya.

Urutan orang berhak menjadi wali menurut Imam Syafi adalah ayah,

kakek, orang yang menerima wasiat dari ayah, orang yang menerima wasiat dan
kakek. hakim (gadi). Apabila melihat urutan orang-orang yang berhak menjadi

wali di atas maka si penemu lagit tidak termasuk dalam urutan orang-orang

tersebut. Perwalian terhadap lagit pada dasarnya jatuh ke tangan gadi sebagai
pemegang kekuasaan perwalian secara umum, akan tetapi pada kenyataannya
seorang qadf tidak melakukan perwalian terhadap diri lagi secara personal.
Dalam menetapkan status perwalian terhadap laqif gadi dapat menunjuk
seseorang yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai wali bagi anak

tersebut. Seseorang yang ditunjuk oleh gadr bisa berasal dari orang yang

menemukan laqif tersebut atau seseorang yang yang dengan sukarela

mengajukan dirinya sebagai wall.

Para ulama memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang

yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya (menjadi wali).

}/:Jitu:7

- Dar al-Hadis, 2004}, hat. 88.
] |- Mughnt, juz. 8, (Kairo:
Ibn Qudamabh, & M. Fauzan, Hukum Pengungkatan Anak Perspekiif Islam. (Jakarta:

" Andi Syamsu Alam dan
Kencana Prenada Media Group, 2008). hal. 192.
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a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (tak/if)

b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dz;pat izin dari

tuannya.
c. Istam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
d. Adil

Ditambahkan oleh Wahbah al-Zuhaill bahwa orang tersebut haru
s

mampu mendidik anak, dan amanah atas akhlak anak.®

Persyaratan-persyaratan yang ditentukan tersebut merupakan suatu

ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak mengambil Jagit. Syarat

syarat yang harus dipenuhi tersebut diharapakan akan lebih menjamin kepad
a

kebaikan bagi lagi sampai ia usia dewasa.

Kebaikan yang hendak dicapai bagi laglt dengan cara memberikan

persyaratan yang memadai untuk itu adalah sesuai dengan prinsip hukum Islam

yang mengutamakan kemashlahatan dan sesuai dengan kaidah figh:

ML&AM_,;_,@\_@| Ll

“Meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan”®

Berdasarkan kaidah tersebut maka syarat yang ditentukan diatas dapat
faatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan

menghasilkan kebaikan atau keman

lagiy apabila ia dipelibara dan dibesarkan oleh orang/keluarga yang

mengambilnya-

4w al-Fi _slamt wa Adillatuhu, jilid 10, terj
* wahbah al-Zubaill. a-F i al jilid 10, terj. Abd - ‘
A, 2011, hal. 83- ul Hayyie Al Kattani,
idah Fikih, (Jakana: Kencana, 2007), hal 27

{Jakarta; Gema [nsani,
i, Km'dah—Ka

9 H.A. Djazul
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2. Tujuan Perwalian Terhadap Anak Terlantar (Lagit)
Bahwa perwalian atas anak terlantar (/ugit) dalam urusan dirinya da
n

hartanya adalah di tangan hakim (penguasa), yakni dalam kaitannya dengan

urusan menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan melakukan pentasharuf;
an

terhadap hartanya. Hal ini berdasarkan hadis; “Sultan adalah wali bagt oran
g

yang tidak memiliki wali.” al-Multagit tidak memiliki perwalian atas /aqit dal
f am

hal menikahkan dan pentasharufan hartanya..IO Dijelaskan pula dalam kitab Fath

al-Bari dijelaskan bahwa orang yang memungutnya boleh menjadi wali dalam

artian memelihara, mendidik dan menangani perkaranya. Pendapat tersebut
. u

berdasarkan atsar dari sahabat ‘Umar r.a. H

Perwalian yang dilakukan oleh hakim terhadap anak terlantar (laqif)

rena hak perwaliannya yang bersifat umum, mencakup semua orang

adalah ka
yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, anak terlantar tidak
memiliki ayah, kakek, atau orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya maka
akan tetapi yang sudah berlaku,

hak perwaliannya diberikan kepada hakim,

g hakim tidak secara lan

12 Orang lain tersebut dapat ditetapkan dari orang yang

seoran gsung mengurusnya, namun ia menunjuk orang

lain untuk mengurusnya.
menemukan anak terlantar (lag®t) tersebut.

Memelihara anak terlantar (lagit) dalam arti menyediakan keperluan

hidupnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan lain
10 haill. a- Figh-- jitid VI, hal. 763.
Wwahbah al-Zub ath al-Bart. Penje!asan Kitab Shahih Bukhari, iili
ari, jilid 32, terj. Amir

Ti . Asqalant,
Ibn hajar al-As4@ * 009), hal. 626

taka Azzam.
Hamzah, (Jakarta: Pusé yail. l-Fih..... jilid 10, hat. 90.

12 ywahbah al




sebagainya merupakan suatu perbuatan yang amat dianjurkan oleh agama Islam

sebagaimana firman Allah SWT:

a. Surah al-Bagarah Ayat 220
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Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya
kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus
urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu
bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu;
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakar;
dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah
menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana.

T

b. Q.S al-Maidah ayat 2
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggarandan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.

¢ Q.Sal-Insanayat 8

. # l‘;a’f z - .'- |"’ 'f - .
(33 Vs 1oty LS\l etz o plaladl ) gaa o)y
Artinya: Dan mereka mfem_berikan maka.nan yang disukainya
kepada orangmiskin, anak yatim dan orang yang
ditawan
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Ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk yang secara tersirat menjelaskan

tentang perwalian anak yatim termasuk anak terlantar (/agif) dengan ruang

lingkup perwalian yang tidak mutlak, yaitu hanya sebatas perwalian dalam

bidang hadanah, tarbiyah dan nafkah, sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan

untuk menolong sesama manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT

3. Akibat Hukum dalam Perwalian Terhadap Anak Terlantar (lagir)

Perwalian yang dilakukan antara lagi} dengan orang yang

menemukannya pada dasarnya sama dengan perwalian yang dilakukan dengan

cara pengasuhan atau pengangkatan anak. Pengasuhan anak tidak menimbulkan

akibat hukum apa-apa. Terhadap lagit yang diketahui/tidak diketahui asal-

usulnya orang yang menemukannya tersebut hanya berperan membantu dalam

pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup lagif, kewajiban orang tua asal

masih tetap harus dipenuhi. Kewajiban saling tolong-menolong diartikan sebagai
perbuatan yang pertujuan untuk memberikan kehidupan lebih baik dan
bermanfaat kepada seseorang selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.
Lagit yang kemudian diangkat oleh penemunya berakibat hukum pada
perubahan gtatus anak tersebut menjadi anak angkat dari si penemu. Hubungan
antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan hak dan

diantara keduanya. Orang tua angkat berkewajiban dalam pemenuhan

kewajiban
kebutuhan sehari-hari (nafkah), pemeliharaan (hadanah) serta perwalian dalam

membesarkan serta MmMew

akili anak angkatnya dalam setiap

art mendidik,

perbuatan hukum.




82

Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap lagit tersebut menurut

hukum Islam tidak menimbulkan terjadinya hubungan kandung (nasab) antara
anak angkat dengan orangtua angkatnya. Hukum Islam melarang apabila dalam

perwalian karena pengangkatan tersebut diberlakukan hukum nasab yaitu

menghubungkan anak terlantar dengan orang yang mengambilnya sebagaimana

hubungan kandung (keturunan karena pertalian darah). Artinya dalam perwalian

tersebut tidak menimbulkan hubungan kewarisan, mahrom, dan hak menjadi

wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Firman Allah SWT:

K

G a eE e el S e etz e 2 ) ASE e | F
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llah sekali-kati tidak menjadikan bagi seseorang dua
buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan
jstri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan
Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
wandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah
erkataaninu dimulutmu .saja. dan Allah mengatakan
yang sebenamya den Dia menunjukkan jalan (yang
benar)- panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(mcmakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih

Artinya: A

adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu. seagama dan maula-maulamu. dan
ridak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetap! (vang ada dosanya) apa yang disengaja
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oleh hatimu. dan adalah Allah
M -
Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab: 46—1?;1. Pengampun lagt

Menurut hukum Positif Indonesia

1. Orang Yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (Lagqit)

Bahwa kedudukan anak terlantar terhadap seseorang atau keluarga
yang

memeliharanya adalah sama dengan anak
angkat, maka oran
g Yyang

memeliharanya tersebut berhak menjadi wali baginya, dengan syarat
? ral orang

tersebut telah  cakap hukum. Namun apabila orang tersebut tidak
1

menghendakinya, maka hakim dapat menetapkan perwalian si anak kepada

orang lain yang tidak ada halangan hukum baginya untuk menjadi wali

pada dasarnya setiap orang berhak mengajukan dirinya untuk diangkat
gka

menjadi wali seorang anak dengan syarat orang tersebut tela dewasa (cak
ap

hukum). Ukuran kedewasaan seorang untuk melakukan suatu perbuatan huk
um

pasal 330 KUHPerdata;

adalah mereka yang belum mencapai
. i um
dan tidak terlebih dahulu telah ka\gin.” ur genap dua

menurut
«Belum dewasa
puluh satu tahun,

Setiap anak yang dalam keadaan terlantar dan lepas dari orang tuany
a

maka seseorang yang ingin menjadi wali harus memenuhi persyaratan

ang telah ditetapkan.

dungan Anak menetapkan bahwa;

persyaratan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 23

Tahun 2002 tentans Perlin

4 anak tidak cakap melakukan

. . . erb

atau tidak diketahul tempat tinggalnya atau kebe‘;adal:l‘;fn hukum,

seseorang atal badan 'hukum yang memenuhi pers)’aratya’ maka
bagai wali dari anak yang bersangkutan.” an dapat

ditunjuk s¢€

] orang tu

per.syaratan bagi seseorang wali salah satunya diatur dal
) am

Persyaratafl”
pasal 51 ayal 2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu;




|

“wali sedapat-dapatn i i .

i ya diambil dani k

la 11 ¢ eluarga anak

in yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil J'Ujltl?r?izaui,atﬁu orang
: ) erkelakuan

baik.”
Pasal 33 UU No 23 Tahun 2
002 Tentang Pelin
dungan Anak m
emberikan

hak kepada guatu badan hukum yan
yang diakui untuk
melakukan rwali
perwalian

terhadap anak-anak terlantar. Perwali
. alian oleh badan huk i
um tidak dibahas lebi
1h

lanjut dalam u -
\] ndang undang tersebut, akan tetapi pengaturannya te d
rdapat dalam

pasal 365 K UHPerdata Bab ke-15 bagian ke enam

«Datam segala hal bilamana Haki
a e im harus men
maka perwalian 1tu diperintahkan kepada suatu fgfb%;ﬁuiﬁr?g wali,
¢ kedudukan di Indonesia, kepada suatu ;:;adan

asan

hukum yang bertemp2
atau lembaga amal yang bertem
pat kedudukan di sini
menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriam;;:, p:g:; yangl mana
reglemen-

reglemennya berusaha memelihara -
anak-anak belum dewasa untuk

waktu yang lama.”

Persyaratan yang dicantumkan tersebut di
jatas adalah salah s
atu upaya

dan bentuk perlindungan terhadap anak
yang kekuatan hukumn .
ya dijamin oleh
Undang-Undang. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindugan Anak menyebutk

utkan:
«Getiap anak selama berada dalam
peﬂgasuhan Ora_‘ng tua .

¥ wah'r ataun

pihak |ain manapun yang bertanggung jawab
mendapat perlindungan dari perlakuan: : atas pengasuhan, berhak
_ Diskriminasi

_ Rksploitasi, batk

c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

. Ketidakadilan
lah lainnya.” 13

ekonomi maupun seksual

oW

€
f Perlakuan 52

uan Perwalian Tethadap Anak Terlantar (Lagil)

2. Ty
antar yang diternukan dan dipelihara ol
eh seseorang/
lemba
ga,

Anak terl

maka hak perwalianﬂya dapat dialihkan dari orang tua asli at
du orang
yang

g-undang No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2
- un 2002, (online
* )1

13 pasal 13 ayat (N Undan
d ynload 14 November 201 1.

(www.depsos.go.idf, o
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sebelumnya bertanggung jawab terhadap anak terlantar tersebut kepad
ada orang

tua angkat/lembaga yang berwenang melakukan perwalian. Perwalian terhad
aaap

anak terlantar tersebut menurut hukum di Indonesia dapat diperoleh den
gan cara

mengajukan permohonan penetapan wali dan/atau permohonan pengangk
gkatan

anak melalui lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadil
11an

Agama sesuai dengan proses hukum acara yang ada di pengadilan

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak menyatakan:

] orang tua anak tidak caka
. \ : p melakukan
tidak diketahui tempat tinggal atau ke:be:r:;':;rbuat;l;1
s _badan hukum yang memenuhi persyarat \
dapat ditunjuk sebagal wali dar anak yang bersangkutan an
2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dala;n
Jilakukan melalui penetapan pengadilan. ayat (1)

(1) Dalam ha
hukum, atau
maka seseorang atau

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak. bah
, bahwa

dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak

diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, seseorang atau badan hukum yan
4

uhi persyaratan dapat ditu

wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan

memen njuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan

Untuk dapat mejadi

uk agamanya harus sama dengan agama yang dianut oleh si

Wali yang dituni

ak wali wajib mengelola harta milik anak yan
g

anak. Untuk kepentingan an

111

k melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di |
1 luar

anak untu
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pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 34 UU Pelindungan

Anak)."1
::i : Sebagaimana orang tua, wali berkewajiban dalam hal membesarkan,
memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan
I[',}, | anak tersebut sampai usia dewasa (Pasal 57 Konvensi Hak Anak)."
, | Perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar adalah salah satu

bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak-anak yang

terhadap kebutuhan hidupnya dan pendampingan dalam

memerlukan pemenuhan
melakukan suatu perbuatan hukum. Upaya perlindungan tersebut merupakan
amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak

terlantar dipelihara oleh negara.” Dan pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU
: Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keseahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999

dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Tentang Hak Asasi Manusia,

Perlindungan Anak.
perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar didasarkan atas
Jam UU Perlindungan Anak yaitu: “Hak hidup, kelangsungan hidup, dan

asas da
yang mendasarkan pada hak untuk bertahan hidup

perkembangan” Asas
dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa

kelangsungan hidup-
setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai
bahagia, sejahtera |ghir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan

qunbuh dan perkembang secara layak. dan hak untuk mencapai

dasarnya untuk
yang layak bagi perkembanan fisik, mental, spiritual, moral. dan

o Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti
I

standar hidup

4 Rika Saraswati, Hukut

2009), hal. 61.
” als Darwan Prints. Hukum Anak

Jndonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 128
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sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UU
Pelindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk it
itu, yaitu

orang tua, masyarakat, dan pemerintah.'®
3. Akibat Hukum dalam Perwalian Terhadap Anak Terlantar

Perwalian terhadap anak terlantar melalui kegiatan pengasuhan baik yan
yang

dilakukan oleh peorangan maupun oleh lembaga pada dasarnya tidak
i

menimbulkan suatu hubungan hukum antéra anak asuh dengan pengasuhn
uhnya.

Pengasuhan anak merupakan suatu upaya negara untuk memberik
an

kesejahteraan bagi setiap anak di Indonesia.

Anak terlantar yang masih memiliki orang tua atau kerabat mak
a

tanggung jawab sepenuhnya anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan
orang tua tersebut. Pengasuhan anak merupakan salah satu bentuk dukungan
p anak-anak yang memerlukan bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan

an, kesehatan, tempat tinggal dan rasa aman. Hal-hal

terhada

pemeliharaan, pendidik

an dengan kewajiban sebagai orang tua dapat dicabut hak kuasa

yang berkait
a seseoang atau suatu lembaga untuk melakukan

asuhnya dan diberikan kepad

pengasuhan rerhadap anak sampai batas waktu yang dapat ditentukan. Orang tua

telah mampu untuk menunaikan kewajibannya, maka hak

yang di anggap

n dapat dikembalikan kepadanya. Pasal 32 UU Perlindungan Anak

pengasuha

a memuat ketentuan:”
kan hubungan darah antara anak dengan o
rang

sekur: ang_kuangﬂ}’

a Tidak memutus
tua kandungny:

-

16 gpid . hal. 25
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b. Tidak menghilangkan kewaji an
_ iban
nidup anakaya, 4 1) orang tuanya untuk membiayai
c. Batas waktu pencabutan.

Sedangkan perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar d
engan

jalan pengangkatan anak membawa akibat-akibat hukum berupa:

a. Beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada or
ang tua

angkat.
Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah anak angk
angkat

dengan orang tua angkatnya, pasal 39 ayat (2) Undang-undnag No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

an anak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak

«pengangkat
hubungan darah anak angkat dengan orang tua

memutuskan
kandungnya”

c. Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan status anak angkat
gka

tersebut kepadanya dengan memperhatikan kesiapan anak, pasal 40

ayat (1) Undang-undnag No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak
kat wajib memberitahukan kepada anak anak

«Qrang tua ang
angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.”

Anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi
, tetapi

anak tersebut berhak menerima wasiat wajibah (pasal 209 Kompil
pilasi

Hukum Islam). .

Pennasalahan Anak Terlantar di Indonesia

C. Analisis
antaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semak
makin

Masalah keter!
jaran ini terjadi karena kelalaian dan atau keti
etidakmampuan

meningkat. Keterlan

-

17 Musthofa. ibid., hal 113
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orang tua dan atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya, sehing
ga

kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial anak tidak terpenuhi secara waj
wajar.

Masalah keterlantaran semakin tampak dalam situasi lemahnya kondisi ekonomi
om1

keluarga serta kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan

bertambahnya jumlah anak-anak terlantar.

Jumlah anak terlantar tersebut berdasarkan data yang ada sebanyak
Yy

3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak
ya

10.322.674, sementard anak nakal sebanyak 193.155 anak dan anak cacat

sebanyak 367.520 anak.'®

Dalam harian Republika edisi 30 juni 2012, Psikolog Universitas Gadjah

Mada (UGM) Yogyakarta, Koentjoro, menilai selama ini banyak yang salah

memahami persoalan anak jalanan sehingga menyebabkan kekeliruan saat
fi cara penanggulangan permasalahannya. "Penanganan anak jalanan

ga permasalahan sosial yang melingkupinya tidak

menca

sering tidak tepat, sehing

bahkan cenderung terus meningkat." Menurut dia, yang perlu

pernah selesai
i adalah yang memb

dipaham
-nilai yang mereka yakini selama dalam hidupnya

edakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya '{
ni norma dan nilai ‘

yak
ukan anak jalanan dan dianggap tidak pantas bagi orang lain

"Banyak hal dilak

h anak jalanan ha
ya. Koentjoro menambahkan, untuk itu dalam menangani
ni |

|

amun ole | itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang

dianggap wajar,” katan
aiknya dilakukan upaya pendekatan ke arah kehidupan y
ang

k memahami norma-norma yang umum dipahami dj
] !

aasalah Anak {online), (http://rehsos.depsos.go.id, donwioad 31
b agustus

18 gekilas Tentans
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tengah masyarakat, barulah perkenalkan dengan nilai-nilai baru. Jika sudah

begitu, mereka pun siap diterjunkan kembali ke masyarakat," imbaunya.

Kementerian Sosial sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran kepada

pemerintah daerah yang intinya, Satuan Polisi Pamong Praja dilarang melakukan

razia kepada anak jalanan karena dinilai pelaksanaan razia yang dilakukan kerap

§ berujung pada cara pemaksaan untuk melakukan penangkapan. Penertiban yang

| dilakukan melalui cara pemaksaan dinilai tidak akan menyelesaikan

permasalahan. Untuk itu, penanganan anjal ataupun anak terlantar seharusnya

dilakukan dengan melibatkan para pekerja sosial yang profesional, sebab mereka

lebih memahami seluk-beluk pemasalahan anak jalanan dan  akar

permasalahanﬂ)’a-lg

__T—/—]’I:;//_/—(online), (http://www.republika.co.id, edisi 12/06/30, donwload 30
Masalal

juli 2012)
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BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam

bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

i. Orang yang berhak menjadi wali dalam perwalian terhadap anak terlantar

menurut hukum Jslam pada dasammya berada di tangan seorang

penguasa/hakim, hal tersebut berlaku karena anak terlantar merupakan

anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya atau karena suatu alasan

orang iuanya melataikan kewajibannya. Demi kepentingan terbaik bagi si

anak maka hakim dapat menetapkan perwaliannya kepada seseorang

yang menemukannya atau orang lain yang bersedia menjadi wali dari

kaum muslimin. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, hak

erwalian anak tersebut ditetapkan kepada seseorang atau suatu Badan

unjuk oleh pengadilan. Negara sebagai pemegang

P

Hukum yang dit

kekuasaan perwalian secara umum hanya bertindak dalam hal penetapan,
pengawasan dan menerima pertanggungjawaban wali,
5 Perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar baik menurut hukum

Iglam maupun hukum positif Indonesia sama-sama bertujuan kepada
n terbaik bagi anak tersebut yang meliputi

tercapainy? kepentinga
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sosial.

Menurut hukum |
slam dan hukum positit Indonesia bahw
a perwalian

E;J

terhadap anak terlantar yang dilakukan dengan cara pen
tidak menimbulkan akibat hukum antara anak tersebut de e
Kewajiban terhadap pemeliharaan asib tetap berlaku ba .ngan walinya,
atau negara apabila anak tersebut tidak memiliki oranggtlu:ra:gdma =

. Sedangkan

dalam hal perwalian dengan j
gan jalan pengan
gkatan anak, hal ini
s i berakibat

pada beralihnya segala kewajiban orang tua asal kepada
orang tua angkat

kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam perat
ramuran-
peraturan.

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sam ]
-sama melarang ant
ara

anak angkat dengan orang tua an :
gkat terjadi hubun
gan pertalian darah

(nasab), hubungan saling mewarisi, dan ketentuan mahran
1.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini |
penulis dapat

emberikan garan-saran:
]. Sebelum melakukan perwalian terhada
p anak terlantar h
endaknva
calon wali dari anak tersebut telah mengetahui dan y
memahami hak-

hak dan kewajiban serta batasan-batasan/ketentuan ya
ng telah diat
ur

{slam dan peraturan perundan
g-undangan
yang berlakuy

oleh syariat

2. Apabila seseorang menemukan seorang anak yang tid

idak diketahu;

u !

asal-usulnyd hendaknya orang tersebut memanggi] i ‘i
gl saksi u

ntuk

tatus nasab antara orang yang menemukan d
1t dengan a
nak

memelihard S
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tersebut atau dengan melaporkannya kepada polisi atau pihak yang
berwenang untuk lebih menjaga kepastian hukumnya. Selanjutnya
apabila si penemu akan memeliharanya sebagai anak angkat maka

diperlukan penetapan dari pengadilan dan dicatatkan di Kaator

Catatan Sipil.

C. KATA PENUTUP

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, serta shalawat dan

salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi

panutan serta petunjuk bagi seluruh makhluk-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masth jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan koreksi, perbaikan

dan penyempurnaan dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

a pihak baik yang secard langsung maupun tidak telah membantu,
par

himbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat
mem ,

terselesaikan.
Allah SWT penulis berserah diri dan

Dan hanya kepada

rahmat serta ridlo-Nya atas selesainya penulisan skripsi ini.

mengharapkan

dapat menjadi manfaat yang dapat dinikmati oleh penulis khususnya

Semogé

dan pembaca pada umumnya.
PurWOkenog I3 Juni 2012

Penulis

(; -

Ahmad Syaehy. U M.
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JURUSAN SYARI’AH

Yang bertandatangan dibawah ini :
- Ahmad Syachu UM

Nama

NIM - 072321004

Smt/prodi : X/AS

Dosen Pembimbing  : Hj. Ida Novianti, M.Ag |
IPK (sementara) 13,45 |

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada jurusan Syari’ah dengan judul:

R PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTA
HUKUM POSITIF INDONESIA

tan, maka saya lampirkan :

k 5 (lima) cksemplar,
yang berlaku (semester yang bersangkutan).

Untuk memenuhi persyard
l. Proposal skripsi sebanya

Foto copy KTM dan kuitansi

Transkip Nilai

Surat Rekomendasi pcmbimbing skripsi, mengisi berita acara dan daftar hadir seminar

Surat Permohonan persetujuan Judul Skripsi |

Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi yang telah ditanda tangani |

pembimbing -
Surat Bimbingan Skripsi darl Subbag MIKWA
Surat Keterangan telah mengikuti seminar ‘ .

9. Blangko/kartu pimbingan yang telah ditanda tangani pembimbing.

S U AW

o =1

Purwokerto, 9 Februari 2012

M -
engetahui, Yang Mengajukan

Dosen Pembimbing

. L’?/ 1mad Svaehu U.M.
Hi. Ida Novianti, M-AZ NIM. 072321004

00 32001

NIP. 197111 04200




KEMENTERIAN AGAMA
=2 LAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI’AH
Alamat - JI. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.stainpurwokerto.ac.id

———

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa :
- Ahmad Syaehu U.M.

Nama

NIiM - (072321004

Semester - X (sepuluh)

Jurusan Prodi : Syariah AS

Angkatan : 2007
:2011-2012

Tahun Akademik
hadap Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam

Judul Proposal - Perwalian Ter
dan Hukum Positif Indonesia

Menerangkan pahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk

utan telah memenuhi persyaratan akademik, Kepada

diseminarkan apabila yang bersangk
pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 9 Februari 2012

ari’ah

o

Ketua Jurusan 2Y

Hj. Ida Novianti, M.Ag
Ag NIP. 197111 04 20000 32001




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

JURUSAN SYARI’AH
Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 33126

1 BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Jum’at 17 Februari 2012

1. Hari/Tanggal .
2. Waktu/Jam - 08.00 sd Selesai
3. Nama Ahmad Syaehu U.M.
4. NIM 072321004
5 Semester/Jurusan X/ Syari'ah
| 6. Tahun Akademik 2011/2012
7. Tempat R. Lab. Syari’ah
8 Peserta Seminar . (Dalam Tabel}
No Angkatan Tanda Tangan
No NIM Peserta
| NO : -
[ [o)ezuony | VESOIE Gl S
i 2
2 loTtsrzo! s g0 T E)M
3% :
3 |0q1%730%! pa PATRIAM 2608 ¢ “_{ g
vafafory - 100 4 |
4 pPruroelt Me éfopo -6 + 5 ;
5 |e3232(0%° Tri Ofchifeon 8007 %{*
pustihatl A 2007 6
6 |72z %&} 74&&
7 (0922 L8t N . 3 M
LSRN A 200
s |072221028 Ugrofun khas 7 9
9 10
110 -
I '
h—____ Purwokerto, 17 Februart 2012
Mahasiswa Ybs,

7=
A Svaehdt'U.M.
NIM. 072321004




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI’AH
Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : Sti.23/].Sya/PP.009/5242012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari’ah STAIN

Purwokerto menerangkan bahwa :

. Ahmad Syachu Umam Muttaqin

Nama

NIM - 072321004

Semester - X (sepuluh)
Jurusan/Prodi - Syari’ah/AS

2 inar Proposal Skripsi dengan judul :
Egﬁa?jiﬂ;d;ﬁlﬁgi;m;mx TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF INDONESIA

_ari 2012 Dan dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS

Pada tanggal 17 Feb
asil seminar proposal sebagai berikut:

Dan dengan perubahan proposal/h

Perbaikan rumusan masala

Perbaikan Tujuan dan Kegunaan

Perbaikan Sumber Datd .. Data

Perbaikan Metode .
Perbaikan Sistematl

ngan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan
ra

skripsi program S-1.

urat Kete _
gka pcnUiISan

Demikian S
penelitian dalam ran

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 Februari 2012

Sekretaris Sidang

lif Salikhin, M,
/419. 19720805 200112 1002
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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

]URUSAN SYARIAH
Alamat: J1. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURATKETERANGAN
Sti. 23/].Sya/PP.00.9/ 099 /2012

P . v i
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan

bahwa :
Nama Ahmad Syaechu
NIM 072321004
Semester X
Prodi . AS
ar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

Mahasiswa tersebut ben

7012 dengan nilai B.

pada hari : Kamis, 26 April

ngan ini kami pbuat untuk dapat digunakan
tera

Demikian surat ke
sebagaimana mestinya:

Purwokerto, 28 April 2012
Ketua Jurusafl,

/,1.D1'5. H.'Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Al JPURWO]GERTO

amat : JI. Jend, A. Yani No. 40A Puroke

. 0281—65250 Fax. 636553 Ww.swir;?nﬁ:)lzcgﬁo ac.id
AR VOX .ac.i

1 Hal :
i : al : Permohonan Munagqosyah Skripsi
Kepada Yth.

I]Z{)r. A. Luthfi Hamidi, ML.Ag

etua Sekolah Tinggi A -
Negeri (STAIN) gt Agama Islam
Di Purwokerto

Assalami'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Ahmad Syachu UM

1. Nama

2. NIM . 072321004

3. Jurusan/Prodi . Syari'ah/ AS

4. Angkatan Tahun . 2007

5. Judul Skripsi | PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSTT
INDONESIA IF

Dengan ini mengajukan permOl'lOﬂf:{rl U“F'lk munagosyah Skripsi dan bersama ini saya
lampirkan syarat-syarat munagqosyah sebagai berikut '
Foto copy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2011/2012
Foto copy Kuitansi SPP smt. Gasa’I/GcnaP tahun akademik 2011/2012

Rekomendasi Munagosyah Skripst
Surat keterangan telah wakaf buku untuk perpustakaan -
lah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm

Surat keterangan € b
embar .
: ;T(?'?Ssj;a(l;asn(gd:i?ﬁg)im unaqosyahka“) sebanyak 5 (lima) eksemplar

6,

7. Foto copy sertifikat :
8 azah SLTA/sederaJ
9

@D BN

at (yang telah dilegalisir)

Foto copy 1 _
. Surat Keterangan Lulus Seminar
10. Kartu Bimbingan skripst . )
11. Transkip Nilai (dai2 Ui;ﬂst;ﬁ;t;;:::;)if
12. Surat keterangan Lu}::s U_';ian A dan Pl

13. Surat keterangad ! wama mera
ter
Kkat KompY ke dalam stofmap a merah dan ditulis

14, Foto copy sertift
dimasukkan
1-15 O orODINOHP

! 15. Nomor urut -
- NAMA,NHVLSEMESTER/P
a buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan

o chonan int :
Demilian su{ata?;mr:iestinYa.Atas perhatian dan per kenan Bapak, saya ucapkan terima

penyelesaian sebag?!

kasih.
|
' Wa o T wr. wh.
ssalamu ‘alaikum Purwokerto, 13 Junj 2012
Saya tersebut di atas
Mengetahuis h
Ketua Ju Syart 2

-~

Ahmad Syaeh
u UM
NIM. 072321004

Drs. Hb Syufa 3 M. A o%
> 930310

NIP. 19630910 19




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO
Alamat : J1. Jend, A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281 3 www.stainpurwokerto.ac.id

-635624-628250 Fax. 63655
REKOMENDASI MUNAQOSYAH

- Assalamu ‘alailum Wr. Wh.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

l. Nama . Ahmad Syaehu UM

2. NIM . 072321004

3. Jurusan/Prodi . Syari’ah/AS

4. Angkatan Tahun . 2007

5. Judul Skripsi . PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
ppRSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

jswa tersebut telah sudah siap untuk dimunagosyahkan

tan akademik yang telah ditetapkan .
aklum dan mendapatkan penyelesaian

mahas

menuhi persyara
tuk menjadikan m

Menerangkan bahwa Skripsi
%etelah yang bersangkutan telah me
Demikian Rekomendasi ini dibuat un

S : .
bagaimana mestinya.

Wa‘gsalamu ‘alaikum Wr. Wh.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Juni 2012

Pembimbing,

ui,
Ketua J Syari‘ah Oiﬁﬁk
Hi. Ida No v M.Ag

NIP. 197111 04 20000 32001

Drs, 4 KJufa'at, M- A

NIP 19630910 199303 1 0




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO
Alamat : JI. Jend, A. Yani No. 40A Purokerto 53126

Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purw_okerto, 13 Juni 2012

: : Biodata Mahasiswa
Kepada Yth.:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Istam
Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

¢ Assalamy alaikum Wr. Wb

Guna memenuhi syamt-syarat untuk Munagosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata

| sebagai berikut:

1 1. Nama . Ahmad Syaehu Umam Muttagin
1 2. NIM . 072321004
i- Jurusan/Prodi : Sggl(‘)l;ahms
| % Angkatan Tahup 0 2 :
| > Tempa, Tanggal Labir ﬁrﬁ%z: aﬁ‘gl’“éi}:f;
| 7 g Sokolal M WALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
| PERehb ¢ HUKUM ISLAM ¥ N HUKUM POSITIF INDONESIA
ﬁ Kec. Majenang, Kab. Cila
. RT 03 RW 08, jenang, ilacap
-1 g i}amm asal : SZ}ZEE’ RT 03 RW 08, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
| 7+ Alamat Sekarang : ’
: bairi (alm.
10, Nama Orang Toa/Wali 2. Ayah . Ahmad Zubairi (alm.)
: Mutmainnah
b. Io¥ - Tant

.. h :
11, Pekerjaan Orang Tua/Wall : ‘IAI;.J}I.’la * [bu Rumah Tangga

12. Tanggal lulus Munaqos.yghf »
13. Indek Prestasi Kumulatif . 3,
14. Nomor Ijazah : _
i saya buat dengan sebenar-

1

ya untuk menjadikan periksa dan

Demikian Biodatd in

digunakan seperiuny3-

Assalamu alaikum wr. WY
Saya tersebut di atas,
Foto T
N Ahmad Svachu U.M
NIM. 072321004




AN KEMENTERIAN AGAMA

{17 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Xyl PURWOKERTO J
Lgss PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1682/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- Ahmad Syaehu U.M.

N dm a
NIM . 072321004
Program . Sarjana /Sl

Jurusan/Prodi : S_\-'zlriahfﬁ\S

an wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang

(enipal pulul pibu rupialt ).
buat untuk menjadi maklum dan dapat

Telah menyerahk
sebesar Rp 40.000,00
an wakaf ini di

Demikian surat keterang

digunakan seperluny@.

purwokerto. 13 Juni 2012
Kepala,

L
:",/-;\sy]mhudfliﬁ.'s,Ag..S.S.NLA.
/NIP. 19750206 200112 1 001
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- AHMAD SYAEHU UMAM MUTTAQIN

Nama

NIM - 072321004

Tempat/T anggal Lahir : Cilacap, 24 April 1989

Jenis Kelamin - Laki-laki

Agama : Islam

Alamat - J1. H. Suhemi No. 62 RT 003/008 Salebu, Kec.
Majenang, Kab. Cilacap

Nama Orang Tua . a. Nama Ayah . Zuberi
b. Nama Ibu : Mutmainnah

Riwayat pendidikan

{. Pendidikan Formal
oA MI Maarif Salebu 01 (1995-2001)

b. MTs Pesaniren Pembangunan Cigaru (2001-2004)

c. MAN Majenang (2004-2007)
d. STAIN purwokerto (lulus teori tahun 2012)

5. Pendidikan Non—Forfnal )
pondok Pesantrea Hidayatul Mubtadiien Baturraden Purwokerto

ikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa

Dem engurangi sedikitpun.

mcnambah serta m

Purwokerto, 13 Juni 2012

Penulis

Ahmad Syaehu UM.
072321004




